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ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF THE OUSIDERS/THIRD PARTIES

CONTRIBUTION REVENUE POLICY IN OIL PALM ESTATE
(STUDY PERDA NUMBER 33 OF 2001 OF THE OUSIDERS/THIRD PARTIES CONTRIBUTION
REVENUE AT NUNUKAN DISTRICT, NORTH KALIMANTAN PROVINCE

Masniadi
masniadialiS@gmail.com
Graduate program
Open University

Regional Development is an integral part of national development which has the
goal to improve the lives and welfare of people in the area where the financing of
development in the region requires substantial funds, especially the development of the
existing infrastructure areas. Acceptance of donations from third parties is one of the
local revenue, including other Regional Revenue legitimate, which is very handy for the
benefit of regional development and a contribution that voluntary, non-binding and does
not conflict with the laws in force, either in the form of money or equated with money or
similar goods both movable and immovable. This study describes how the adoption of the
Regional Regulation No. 33 of 2001 on Acceptance of Donations Third Party To the
Government of Nunukan, especially from sectors of Oil Palm Plantations In this research,
resources and selection of informants who becomes the object of research is the work
units (SKPD) Nunukan , Oil Palm is trying in Nunukan and community representatives
for the Board of Nunukan district Legislative (DPRD). In this research instrument used as
interview guides and a tape recorder to get information. The data analysis used data
triangulation. That the revenue target third-party contributions for 3 (years) last achieved
even exceeding the target given that in 2014 (117.93%) and 2015 (117.24%). Yet,
judging from the amount of income received from 2013 to 2015 decreased and the
number of oil palm company that contributed compared with the amount of palm oil
companies that operate in the county Nunukan very few that provide third-party
contributions to the Regions. The results of this study submitted as information and input
for Nunukan regency government in making decisions, especially those relating to Third
Party Acceptance of donations to the Regional palm plantation sector in the future.

Keywords: Policy Implementation, Third Party Donations, Miscellaneous Income Legal
Regions, Nunukan Regency Regional Regulation No. 33 of 2001.
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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN SUMBANGAN
PIHAK KETIGA DARI SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

(KAJIAN PERDA NOMOR 33 TAHUN 2001 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA)

Masniadi
masniadialiS@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dan pembangunan nasional
yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di
daerah dimana dalam pembiayaan pembangunan di daerah memerlukan dana yang cukup
besar terutama pembangunan infrastruktur yang ada didaerah. Penerimaan sumbangan
dari pihak ketiga merupakan salah satu pendapatan daerah yang termasuk lain-lain
Pendapatan Daerah yang sah, dimana sangat berguna untuk kepentingan pembangunan
Daerah dan merupakan sumbangan yang bersifat sukarela, tidak mengikat dan tidak
bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau
yang disamakan dengan uang maupun yang serupa barang baik bergerak atau tidak
bergerak. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Nomor
33 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah
Kabupaten Nunukan, khususnya dari sektor Perkebunan Kelapa Sawit Dalam penelitian
ini, sumber informasi dan pemilihan informan yang menjadi obyek penelitian adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nunukan, Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit yang berusaha di Kabupaten Nunukan dan Perwakilan masyarakat yaitu
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan (DPRD). Dalam penelitian ini
instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara dan tape recorder untuk
mendapatkan informasi. Analisa data menggunakan triangulasi data. Bahwa target
penerimaan sumbangan pihak ketiga selama 3 (tahun) terakhir tercapat bahkan melebihi
target yang diberikan yaitu pada tahun 2014 (117,93%) dan 2015 (117,24%).Namun
dilibat dari jumlah pendapatan yang diterima dan tahun 2013 sampai dengan 2015
mengalami penurunan dan jumlah perusahaan Kelapa Sawit yang memberikan
sumbangan dibandingkan dengan jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang
beroperasi dikabupaten Nunukan sangat sedikit yang memberikan sumbangan pihak
ketiga kepada Daerah. Hasil penelitian ini diajukan sebagai bahan informasi dan masukan
bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam pengambilan keputusan, terutama yang
menyangkut Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Sektor Perkebunan
Kelapa Sawit di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sumbangan Pihak Ketiga, Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah, Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 Tahun 2001 .
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan
a. Geografl

Kabupaten Nunukan secara defenitif berdirt pada tahun 1999 yang merupakan
hasil pemekaran dari Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur.
Pembentukan Kabupaten Nunukan tertuang dalam Undang-undang RI Nomor 47
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.

Secara geografis Kabupaten Nunukan terletak pada posisi 115°33’ sampai
dengan 188°3" Bujur Timur dan 3°15°00” sampai dengan 4°24°55” Lintang Utara
merupakan wilayah paling utara darn propinst Kalimantan Utara. Posisinya yang
berada di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia menjadikan Kabupaten Nunukan
sebagai daerah yang strategis dalam peta lalu lintas antar negara.

Wilayah Kabupaten Nunukan di sebelah Utara berbatasan langsung dengan
Negara Malaysia Timur-Sabah, sebelah Timur dengan Laut Sulawesi, sebelah selatan
dengan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tanah Tidung, dan sebelah Barat dengan
Negara Bagian Malaysia Timur-Serawak.

Kabupaten Nunukan memiliki luas wailayah 14.247,50 km’ dan memiliki 10

sungai dan 29 pulau. Sungai terpanjang adalah sungai Sembakung dengan panjang
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278 km sedangkan Sungai Tabur merupakan Sungai terpendek dengan panjang 30
km.

Topografi Kabupaten Nunukan cukup bervanasi, kawasan perbukitan terjal
terdapat disebelah utara bagian barat, perbukitan sedang dibagian tengah dan dataran
bergelombang landai dibagian timur memanjang hingga ke pantai sebelah timur.
Perbukitan terjal di sebelah utara merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian
1.500 m sd 3.000 m di atas permukaan laut. Kemiringan untuk daerah dataran tinggi
berkisar antara 8-15%, sedangkan untuk daerah perbukitan memiliki kemiringan yang
sangat terjal, yaitu di atas 15%. Dengan demikian kemiringan rata-rata berkisar antara
0-50%.

b. Tklim

Proses penggantian panas dan uap air antara bumi dan atmosfir dalam jangka
waktu yang lama menghasilkan suatu keadaan yang dinamakan iklim. lklim
merupakan suatu kumpulan dari kondisi atmosfir yang meliputi panas, kelembapan
dan gerakan udara.

Kabupaten Nunukan berada di wilayah khatulistiwa yang memiliki iklim tropis,
sehingga mengalami 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan
serta dipengaruhi oleh angin muson, yaitu Muson Barat pada bulan November-April
dan angin Muson Timur pada bulan Mei-Oktober.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meterologi Kabupaten
Nunukan pada tahun 2014, Nunukan mengalami iklim panas dengan suhu udara rata-
rata 27,6 °C. Suhu udara terendah 23.8°C terjadi pada bulan Maret. Suhu udara

Kabupaten Nunukan yang cenderung panas dipengaruhi oleh topograpi Pulau namun
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karena diimbangi oleh wilayah hutan yang cukup luas, Pulau Nunukan mempunyai
kelembaban udara dan curah hujan yang relatif tinggi.

Pada tahun 2014 kelembaban udara berkisar antara 42,0% sampai dengan 100%.
Sementara itu curah hujan tertinggi 402.3 mm’ pada bulan Juli dan terendah 712
mm’ pada bulan Februari. Rata-rata kecepatan angin mengalami perubahan dan tahun
2014, yaitu menjadi 5,0 knots tahun 2015. Presentase penyinaran matahari rata-rata
68%, terendah 50% pada bulan Januari 2015, sedangkan tertinggi mencapai 85%
terjadi pada bulan April 2015.

c. Pemerintahan

Secara administratif, Kabupaten Nunukan terbagi atas 16 Kecamatan dan terdiri
dari 240 desa. Kecamatan Lumbis Ogong merupakan Kecamatan dengan wilayah
terluas, yaitu 3.357,01 km® atau sekitar 23,56 % dari keseluruhan luas Kabupaten
Nunukan. Kecamatan imi juga memiliki jumlah desa yang banyak dibandingkan
dengan kecamatan lainnya, yaitu 49 desa atau posisi kedua setelah Kecamatan
Krayan. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sebatik Utara,
yaitu 15,39 km*® atau sekitar 0,11% dari total luas Kabupaten Nunukan. Kecamatan
Nunukan yang juga merupakan ibukota Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah
564,50 km’ atau sekitar 3,96% dari luas wilayah Kabupaten Nunukan.

Peta administrasi pada Gambar 4.1, dapat dilihat bahwa menggambarkan letak

dan kedudukan kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Nunukan.
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Gambear 4.1
Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Nunukan
(Sumber : RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033)

2. Potensi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan

Hakikat pembangunan pada dasarnya adalah upaya untuk menumbuh
kembangkan berbagai kegiatanperekonomian pada suatu wilayah atau kawasan
dengan tujuan akhir akan mampu memberikan sumbanganyang nyata terhadap
peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat sehingga mencapal tujuan

pembangunan yaitu menciptakan manusia indonesia yang seutuhnya, sejahtera lahir

dan batin.
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Dalam rangka untuk menumbuh kembangkan kegiatan perekonomian di
Kabupaten Nunukan, maka telah dilakukan suatu upaya dengan mengintegrasikan
berbagai modal pendekatan pengembangan kawasan atau wilayah. Bentuk
pendekatan atau modal pembangunan modal pembangunan yang dilakukan yaitu
secara pendekatan fisik (infrastruktur dan kelembagaan), pendekatan sosio-kultural,
pendekatan political will (kebijakan pemerintah), serta pendekatan ilmu pengetahuan
dan teknologi (rekayasa). Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Nunukan akan sangat ditentukan oleh kemampuan
mensinkronkan semua aspek dalam sebuah perencanaan yang sistematis dan terukur.

Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan
bertekat untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah
dengan menjadikan sektor perkebunan salah satu sektor andalan untuk meningkatkan
pendapatan daerah. penetapan sektor perkebunan sebagai sektor andalan tuntutnya
didasarkan atas beberapa aspek yang antara lain : luas ketersediaan lahan, potensi
pasar yang jelas, bersifat terbarukan (renewable), kondist lingkungan yang sesuai,
serta keinginan yang tinggi dari masyarakat.

Saat ini pembangunan sektor perkebunan di Kabupaten Nunukan berjalan sangat
dinamis. Hal tersebut dapat terlihat dari perkembangan jumlah perusahaan ataupun
penambahan luas areal tanam baik yang dibangun pthak investor swasta maupun oleh
masyarakat secara mandiri.

Berdasarkan beberapa kajian dan penelitian yang telah dilaksanakan bahwa

potensi kegiatan usaha perkebunan di Kabupaten Nunukan memiliki prospek yang
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baik dan menguntungkan bagi siapapun yang hendak melaksanakan kegiatan usaha
perkebunan tersebut.

a. Kondisi Lingkungan.

Keberhasilan proses budidaya tanaman akan sangat dipengaruhi oleh kondisi
lingkungan dengan ke khasan sifat atau karakteristik yang dimilikinya. Ada beberapa
faktor lingkungan yang memiliki pengaruh sangat besar dan menentukan keberhasilan
terhadap pertumbuhan dan perkembangan serta produksi suatu jenis tanaman. Faktor
lingkungan utama yang berperan penting bagi budidaya tanaman adalah iklim dan
tanah.

1) Iklim

Iklim dikenal sebagai komponen lingkungan yang berpengaruh besar terhadap
pertumbuhan dan perkembangan suatu jenis tanaman. Sifat iklim yang sulit untuk
dimodifikasi atau dirubah menyebabkan faktor int harus menjadi perhatian penting di
dalam perencanaan usaha perkebunan. lklim Kabupaten Nunukan secara umum
tegolong ke dalam tipe iklim tropika basah. Tipe iklim ini mempunyai ciri khas yaitu
curah hujan turun hampir tersebar merata sepanjang tahunya. Curah hujan rata-rata
bulanan selalu lebih besar dari 100 mm. Berdasarkan data komponen iklim yang telah
dikumpulkan dari 2 stasiun BMKG yaitu: Bandara Nunukan dan Bandara Long
Bawan curah hujan rata-rata tahunan lebih besar dar 2.400 mm, dengan temperatur
rata-rata harian antara 24 - 26°C. Kondisi unsur iklim yang demikian tuntutnya
cukup sesuai untuk pengembangan beberapa jenis komoditas perkebunan yang

bernilai ekonomi tinggi seperti : Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Kopi, Kelapa, Cengkeh,
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Vanili, tanaman yang eksistensinya yang banyak dibudidayakan di Kabupaten
Nunukan baik dalam skala besar (perusahaan) maupun skala kecil (masyarakat).
2) Tanah

Kapabilitas atau produktivitas suatu jenis tanah menjadi dasar dalam rangka
penentuan model pengelolaan yang akan dilakukan berkaitan dengan tingkat masukan
atau input ke dalam tanah sehingga mampu mendukung pertumbuhan dan
perkembangan tanaman dengan baik. Jenis-jenis tanah di Kabupaten Nunukan
berdasarkan hasil interpretasi Peta Tanah Kalimantan Timur dan hasil observasi
lapang secara morfologis didominasi oleh tanah Ultisols, Inceptisols, Entisols dan
Histosols.

Kabupaten Nunukan bagian pantai berdasarkan soil Taxonomy USDA (2000)
tanahnya didominasi oleh entisol, inceptisol, haplaquents, dan lainya. Sedang bagian
pedalaman (bagian barat) tanahnya didominasi oleh Ultisol, Inceptisol, yang terdir
dan jenis tanah Hapludults, Plinthudults, Dystropepts, dan lainya, dengan tingkat
kemasaman tanah yang tinggi. Sedangkan pada sebagian wilayah rawa dan daerah
aliran sungai ataupun rawa belakang lebih didominas jenis tanah Histosol, dengan
ketebalan lapisan gambut yang relatif dalam (>1m).

Perencanaan pembangunan perkebunan Kabupaten Nunukan direncanakan untuk
sebagai jenis komoditas dengan 4 jenis komoditas andalan utama, yaitu : Kelapa
Sawit, Karet, Kakao,dan Kopi. Keberhasilan pembangunannya salah satunya sangat
ditentukan oleh kelayakan secara fisik untuk semua komoditas yang direncanakan.

Berdasarkan hasil tabulasi dan analisis karakteristik lahan pada masing-masing

lokasi kecamatan yang dibandingkan dengan syarat tumbuh untuk masing-masing
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komoditas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Nunukan potensial untuk
perencanaan pembangunan perkebunan. Tingkat kesesuaian lahan aktual cukup sesuai
sampal sesual dengan beberapa faktor pembatas utama seperti kemiringan lahan,
retensi hara, dan ikhm.

b. Potensi Pengembangan Perkebunan.

Kabupaten Nunukan dengan luas wilayah 14.263.68 km?* memiliki potensi lahan
yang tinggi yaitu 2.166,918 km? untuk kegiatan usaha perkebunan. Potensi lahan
yang cukup luas im im tentunya menjadi modal dasar bagi pengembangan
perkebunan di Kabupaten Nunukan kedepannya.

Ketersediaan lahan yang cukup luas tersebut juga didukung dengan daya dukung
atau produksivitas lahan yang relatit baitk untuk pengembangan berbagai jenis
komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi saat ini. Selain Kondist
lahan yang cukup sesuai juga didukung dengan kondisi iklim yang relatif sesuai
untuk berbagai jenis komoditas perkebunan.

Pengembangan usaha perkebunan di Kabupaten Nunukan berdasarkan nilai-nilai
faktor pendukung keberhasilan usaha tersebut sangatlah prospektif. Usaha
perkebunan akan mampu memberikan keuntungan yang nyata secara ekonomis bagi
para pelakunya.

1) Potensi Fisik Wilayah

1. Berdasarkan hasil evaluasi lahan, wilayah perencanaan sangat potensial untuk

rencanaperkebunan kelapa sawit, karet, kakao, kopi.

2. Adanya potensi lahan yang cukup luas yaitu sekitar 216.691,79 Ha.
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Terdapat beberapa potensi sumber daya air berupa aliran sungai besar yang
mengalir sepanjang waktunya, sehingga dapat menjadi sumber air untuk di
lokasi perkebunan ataupun menjadi jaur transportasi.

4. Iklim dengan komponen curah hujan yang cukup tinggi sehingga sangat
mendukung ketersediaan air pada periode pertumbuhan tanaman.

2) Potensi Sumber Daya Manusia

1. Tingginya jumlah penduduk dengan mata pencaharian utamanya sebagai
petani.

2. Memiliki keterampilan yang tinggi dalam hal budidaya tanaman.

3. Pada beberapa wilayah cukup tersedia sumberdaya petani yang cukup handal.

3) Potensi Sarana-Prasarana

1. Adanya pelabuhan laut yang cukup memadai untuk angkutan barang, orang
dan jasa.

2. Telah terbangunya insfrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan
beberapa wilayah kecamatan.

3. Meningkatnya jumlah armada meningkatnya arus keluar masuk orang dan
barang ke dalam dan keluar satu wilayah kecamatan.

4. Adanya bandara besar dan kecil padabeberapa wilayah kecamatan yang
mempermudah akses keluar dan masuk pada beberapa kecamatan yang beluin
ada jalur daratnya.

5. Telah terbangun beberapa sarana industri pengolahan hasil perkebunan di

beberapa lokasi kecamatan.
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4) Potensi Sosial, Ekonomi dan Budaya

1. Adanya respon positif dan keinginan yang tinggi dari masyarakat luas atas
rencana pembangunan perkebunan wiayah mereka.

2. Adanya kemauan yang tinggi untuk kerja keras dalam rangka untuk
meningkatkan pendapatan keluarga dan perbaikan taraf hidup dari
masyarakat.

3. Tradisi kebersamaan dan gotong royong yang masih dipegang teguh di dalam
kehidupan bermasyarakat

4. Adanya pasar potensial yang cukup menjanjian untuk hasil perkebunan kelapa
sawit, karet, kakao, dan kopi yaitu pasar negeri tetangga malaysia

5. Pola kebiasaan bercocok tanam sudah tidak lagi sepenuhnya menganut pola

adat istiadat peninggalan nenek moyang mereka

¢. Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Swasta dan Masyarakat

Upaya pemanfaatan dan penggunaan lahan dalam rangka untuk meningkatkan
pertumbuhan pembangunan dan ekonomi wilayah salah satunya dengan program
penggalakan usaha sektor perkebunan. Dari sekian jenis tanaman yang diusahakan
kelapa sawit adalah jenis tanaman yang paling banyak diusahakan baik oleh pihak
swasta maupun masyarakat.

Tingginya minat pihak swasta dan masyarakat terhadap tanaman kelapa sawit
selain mudah membudayakannya juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Saat in1
luas areal tanaman kelapa sawit yang diusahakan oleh masyarakat telah mencapai

luasan 22.404,3 ha dengan produksi rata-rata sebesar 20,902 ton/Tbs/ha/tahun.
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Pada Tabel 4.1, dapat dilihat luas areal dan produksi Perkebunan Kelapa Sawit

Rakyat di beberapa kecamatan di Kabupaten Nunukan.

Tabel 4.1
Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Kelapa Sawit

(1) (2) 3) 4) ) (6) )

Krayan Selatan 0 0 0 0 0 0 0
Krayan 0 0 0 0 0 0 0
Lumbis Ogong 0 0 0 0 0 0 0
Lumbis 275 200 35 510 2.800 14.000 200 ]
Sembakung Atulai 0 0 0 0 0 0 0o |
Sembakung 900 461 31 1392 6.684 14.500 819
Sebuku 1.850 2.050 13 3913 29.725 | 14.500 769
Tulin Onsoi 1.092 1.500 35 2627 21.750 | 14.500 1330
Seimanggaris 1.137 5.802 5 6.944 81.232 | 14.000 1.446
Nunukan 275 500 0 775 7.000 14.000 233
Nunukan Selatan 20 534 85 639 7.476 14.000 556
Sebatik Barat 216 934 0 1.150 13.263 14.200 432
Sebatik 400 1.010 36 1.446 14342 | 14.200 500
Sebatik Timur 488 335 5 828 47.575 14.200 413
Sebatik Tengah 455 745 0 1.200 10.803 14.500 322 7
Sebatik Utara 547 425 8 980 60.350 14.200 404

Jumlah 7.655 | 14,496,3 253 22.404,3 | 303.000 | 20.902 7.424

(Sumber diolah dari; Data Statistik Perkebunan DISHUTBUN Kab.Nunukan,2016)
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Luasan perkebunan kelapa sawit pihak swasta telah mencapai 18808234 ha
dengan jumlah perusahaan yang berusaha sebanyak 20 (dua puluh) dan perusahaan
perkebunan yang memiliki pabrik pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) menjadi
Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 6 (enam) unit yang telah beroperasi dan 2 (unit)

dalam proses perizinan.

Tabel 4.2
Luas Areal Perkebunan Swasta di Kabupaten Nunukan
absan Jenis Tzin | Lokasi/Kesamata
1. PT Nunukan Jaya lestari 19.974 HGU Sei Menggaris
|2 | PT Karang Joang Hijau Lestani 20.000 HGU | Sebuku
3 PT Tirta Madu Sawit Java 7.982 HGU Tuhn Onsor, Sebuku
4. PT Bumi Seimenggaris Indah 13.404 HGU Seimenggaris
by PT Bulungan Hijau Perkasa 4238 HGU Sebuku
6. | PT Nunukan Sawit Mas 9.460 HGU Lumbis. Sembakung Antulai
7. | PT Pohon Emas Lestan 1.037,70 HGU Scimenggaris
8. | PT Sebakis Inti lestani 20.000 [UP Sebuku
9. | PT Sebuku Intt Plantation 20.000 1UP Sebuku
10. | PT Nunukan Bara Sukses 9.590.79 HGU Sebuku.Lumbis Ogong -
11, | PT Tunas Mandiri Lumbis 3.374 IUP Seimenggans
12. | PT Sebaung Sawit Plantation 8.843 84 HGU FSebuku, Sembakung
13. | PT Palem Segar lestari 8.678,01 HGU Sembakung
14. | PT Cipta Karya Sesavap Lestari 10.350 IUP ggnmlgigl\nmlai,
15. | PT Prima Bahagia Permai Sejati 12.046 UP Lumbis
16. | PT Laura Segar Jaya 600 IUP Sebatik Barat
17. | PT Manunggal Eka Prima 10.046 fUp Sembakung
18. | PT Kartika Nugraha Sakti 8.458 i IUP Sembakung
19. | PT. Wana Jaya Abadi - - Sembakung
20. | PT. Kaltara Mandiri - - Sembakung
Jumlah 188.082,34

(Sumber diolah dari; Data Statistik Perkebunan DISHUTBUN Kab. Nunukan,2016)
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Adapun daftar perusahaan yang memiliki pabrik pengolahaan Tandan Buah

@) G

1. PT. Nunukan Jaya lestari 45 ton TBS/jam Seimenggaris

2. PT. Karang Joang Hijau Lestari 45 ton TBS/jam Sebuku

3. PT. Tirta Madu Sawit Jaya 30 ton TBS/jam Sebuku

4. PT. Bumi SeiMenggaris Indah 60 ton TBS/jam Seimenggaris

5. PT. Nunukan Sawit Mas 30 tox; TBs/jam Lumbis

6. PT. Sebakis Inti lestan 40 ton TBS/jam Sebuku

1. PT. Laura Segar Jaya 15 ton TBS/jam (S;rb:;;l;)

8. PT. Sempurna Jaya 30 ton TBS/jam (S;rt;ast;l; perizinan)

(Sumber diolah dari; Data Statistik Perkebunan DISHUTBUN Kab.Nunukan,2016)

Gambaran mengenai letak dan kedudukan dari perkebunan swasta yang

berusaha di Kabupaten Nunukan sebanyak 20 (dua puluh) perusahan perkebunan

disajikan dalam peta izin lokasi perizinan perkebunan dan perizinan kehutanan dapat

dilihat pada Gambar 4.2
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. PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

PETA IZIN LOKASI PERKEBUNAN DAN

KEHUTANAN

Gambar 4.2

Peta 1zin Lokasi Perusahan Perkebunan dan Kehutanan
(sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Nunukan)

B. Hasil Penyajian Data

Dari teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu

wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan dihasilkan data

penyajian data dibawah ini:

1. Hasil Wawancara

sebagaimana

Hasil wawancara dan beberapa informan berdasarkan pertanyaan yang telah

disusun dan diajukan kepada informan, untuk menjawab permasalahan, fenomena
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dan gejala yang terjadi terkait dengan implementasi kebijakan sumbangan pihak
ketiga antara lain adalah sebagai berikut.

a. Kebijakan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (Peraturan Daerah Kabupaten

Nunukan Nomor 33 Tahun 2001)

1) Bentuk Sumbangan

Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan 2001 berbunyi sebagai berikut:

“ Pemerintah Kabupaten Nunukan dapat menerima sumbangan dari pihak

Ketiga :

Ayat (1) ; Sumbangan pihak Ketiga, dapat berupa pemberian hadiah, donasi,
wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu
yang bersifat tidak mengikat serta perolehannya oleh Pihak Ketiga
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturaan Perundang-

undangan yang berlaku.

Jawaban Informan :

Informan 1, Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan ketika
diwawancarai menyampaikan bahwa pada prinsipnya setuju dengan adanya
sumbangan pihak ketiga kepada daerah, dan menurutnya bahwa sumbangan in: sudah
sesuai aturan yang ada dan sangat penting untuk pembangunan daerah sebagaimana
disampaikan dibawah ini;

“Setuju, jadi begini kita ini kan mencari potensi-potensi dari PAD salah salu
vang ada sekarang ini SP3 dan selama itu tidak dilarang oleh aturan, tadi ini
merupakan potensi untuk mendapatkan penghasilun bagi daerah , kenupa
tidak. Perusahaan juga tidak keberatan, ini kan karena sifatnya tidak mengikat
Jadi tidak keberatan perusahaan. Kita ambil terus kita buat MOU dengan pihak
ketiga”.

Diungkapkan juga oleh informan 1 diatas, bahwa Pemerintah Daerah
Kabupaten Nunukan lagi giat-giatnya mencari potensi-potensi untuk meningkatkan

PAD.
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Pernyataan informan ldiatas, juga dikuatkan oleh Informan 2, pejabat Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan bahwa menyatakan “Serw” dengan
adanya sumbangan pihak ketiga kepada daerah karena akan membantu Pemerintah

Daerah untuk menambah pendapatan daerah.

Namun dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyatakan pada
pinsipnya setuju apa yang dialankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan
akan tetapi menekankan pada pemerintah  Daerah agar Transparansi dalam

penggunaan Dana Sumbangan Pihak sebagaimana disampaikannya ;

“Pada prinsipnya, kalo saya selaku Ketua Komisi Il saya setuju kalau ada SP3

sepanjung harus fransparansi’.

Diakui oleh pejabat Dinas Pendapatan Kabupaten (informan 3) bahwa
sumbangan pihak ketiga masih berpolemik dikalangan para pengusaha namun
informan 3 menyatakan bahwa sumbangan pihak ketiga mempunyai dasar hukum
yang diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diungkapkan dibawah in1 ;

“Sumbangan pihak ketiga ini kan masih menjadi polemik dikalungan

pengusaha, tetapi sebenarnya dasar hukumnya jelas, Peraturan Pemerintahnya

ada, Permendagrinya ada terus dituangkan dalam Peraturan Daerah.”

Di jelaskan juga oleh informan 3 bahwa sumbangan pihak ketiga im adalah
merupakan sumbangan yang bersifat sukarela tidak ada paksaan yang diberikan oleh
orang atau perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Nunukan sesuai surat dari
Kemendagri (surat edaran Menten Dalam Negeri nomor 188.34/17/SJ tahun 2010
perihal penataan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah)
sebagaimana disampaikannya dibawah ini ;

“Jadi begini, itu pajak yang berkenaan dengan Surat Kemendagri tentang
Pajak dan Retribusi itu kalau dia ditetapkan menjadi satu kewajiban. Nah
memang banyak kasus itu sumbangan pihak ketiga itu ditarget, itulah yang
menyalahi sebenarnya tetapi sepanjang dia sukarela tidak menyalahi seperti
juga kita menerima hibah.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42922 pdf
65

Namun salah satu Pimpinan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (Informan
5) dalam memberikan jawaban terkait dengan dasar hukum sumbangan pihak ketiga
masih ada keraguan berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Nunukan dalam meminta Sumbangan Pihak Ketiga, dan ia
menyampaikan bahwa sumbangan yang pernah ada seingat dia hanya terkait dengan
perkayuan dan ia baru mengetahui kalau sumbangan pihak ketiga di bidang
perkebunan berdasarkan Peraturan Daerah. sebagaimana disampaikan dibawah ini ;

“Saya pernah dengar ada Perda, ada Perda dari kabupaten Nunukan tentang
sumbangan pihak ketiga. Memang untuk sektor perkebunan ini saya baru,
maksudnya semenjak sektor perkebunan ini meminta sumbangan pihak ketiga
saya baru tahu kaluu ada Perda, dulu pernah ada dari kayu tapi nggak pernah
tahu kalau ada Perdanya’™.

Hal ini juga sama dengan penyampaian Informan 6 yang juga merupakan
pimpinan Perusahaan Kelapa Sawit yang masih ragu, dan 1a tidak mengetahui bahwa
Sumbangan Pihak Ketiga mempunyai dasar hukum, menurutnya bahwa sumbangan
—sumbangan yang mereka berikan juga biasanya tanpa ada dasar hukum sebagaimana
penyampainnya ;

“Kalau masalah dasarnya pak, saya juga lupa ya. Kalau dasar sih, biasanya
juga gak pakai dasar juga sin”.

Berbeda dengan Informan 7, yang juga pimpinan Perusahaan Kelapa Sawit
yang berdomisili di Kabupaten Nunukan, bahwa mereka mengetahut yang menjadi
dasar dari sumbangan pihak ketiga itu adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan
dan ia menyampaikan pada awal mereka membangun perkebunar pernah ada
disosialisasikan oleh pemerintah terkait dengan Sumbangan Pihak Ketiga
sebagaimana disampaikan;

“ Setahu saya yang menjadi dasar adanya sumbangan pihak ketiga daripada
Pemda kabupaten Nunukan itu berdasarkan Perda yang dibuat sekitar tahun
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2001. Waktu itu kita disosialisasikan oleh pemerintah berkaitan dengan Perda
tersebut”

Dan informan 7 menyatakan tidak keberatan adanya sumbangan pihak ketiga

yang diminta oleh pemerintah sepanjang hal tersebut tidak memberatkan perusahaan

dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
Lebih lanjut juga disampaikan dari informan terkait pasal 2 (dua);

Ayat (2); Pemberian sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten oleh Pihak
Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak mengurangi
kewajiban-kewajiaban pthak ketiga yang bersangkutan kepada
negara, seperti pembayaran pajak, retnibusi dan kewajiban-
kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

Hasil wawancara dar beberapa informan terkait dengan pasal 2 (dua) ayat 2
(dua) diatas sebagai berikut ;

Menurut Informan 3, pejabat Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan bahwa
perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Nunukan sudah pasti
membayar pajak, retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai peraturan yang
berlaku dan itu bukan merupakan beban perusahaan namun sudah menjadi kewajiban
sebagai investor

“ Kalau itu bukan beban (Pajak dan Retribusi) sebenarnya karena itu

kewajiban, jadi kalaw misalnya seperti perusahaan kelapa sawit sudah pasti

mereka membayar pajak ,PBB, iuran-iuran yang secara hukum diwajibkan

untuk investasi’.

Penyampaian pejabat Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan diatas dikuatkan
dengan penegasan Informan 5 yang merupakan pimpinan perusahaan kelapa sawit,
bahwa mereka ada membayar beberapa pajak yang memang telah diwajibkan oleh

Pemerintah diantaranya adalah sebagaimana disampaikan dibawah 1ni;

“Ada pak (pajak), (yaitu) Pajak Bumi Bangunan”
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Juga diuraikan oleh Informan 6, merupakan pimpinan perusahaan kelapa sawit
di Nunukan bahwa mereka berkewajiban membayar pajak dan retribusi yang
ditetapkan oleh pemerintah yaitu Pajak Bumi Bangunan, Alat berat, penerangan dan

air permukaan sebagaimana disampaikan dibawah ini ;
“Jadi satu PBB pasti va, pajak alat berat, penerangan, air permukaan”.

Informan 7, salah satu pimpinan perusahaan kelapa sawit lebih rinci
menyampaikan bentuk-bentuk dar pengeluaran perusahaan yang telah mereka

laksanakan baik sumbangan, CSR dan pajak sebagaimana disampaikan dibawah in ;

“Jadi sumbangan yang kami berikan kepada Pemda yang nyatu itu, pertama
yang tadi itu sumbangan pihak ketiga cash tunai, sesuai dengan Perda itu kami
setor melalui bank dan dimasukkan ke rekening kas daerah.

Lebih lanjut disampaikan informan 7 bahwa beberapa pajak yang ia bayarkan
kepada pemerintah selain Pajak Bumi Bangunan (PBB) ;
“Oh iya, pajak lain itu PPn penjualan TBS itu 10% daripada penjualan TBS
kami bayar PPn TBS. Kemudian ada lagi PPh itu yang 2 % setiap kita
menjual TBS ataupun menerima sewa kita bayar kepada pemerintah.
Kemudian, itu saja yang seingat saya lah barangkali saya lupa™.
la juga menjelaskan bahwa selain pajak dan retribusi yang sifatnya wajib dan
sumbangan yang sifatnya sukarela, mereka juga ada memberikan bantuan-bantuan
kepada pemerintah dan masyarakat apabila diminta untuk membantu dalam kegiatan-

kegiatan masyarakat yang sifatnya hiburan ataupun kegiatan olahraga ;

“Sumbangan lain yang biasa kami berikan apabila Pemda melakukan

kegiatan-kegiatan masyarakat, acara kegiatan masyarakat misalnya ulang

tahun ,PON (Pekan Olahraga Nasional) kami dan beberapa perusahaan
memberikan sumbanganlah untuk melancarkan acara pemerintah.

Ditambahkan juga bahwa selain bantuan dana untuk hiburan dan kegiatan

olahraga bantuan yang sifatnya CSR juga mereka jalankan untuk masyarakat sekitar

perusahan dan bantuan dananya langsung dibertkan kepada masyarakat ;
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“ Selain itu bantuan langsung kepada masyarakat melalui CSR nya biasanya
tidak melalui pemerintah tetapi langsung perusahaan kepada masyarakat.
Ataupun masyarakat yang meminta kita berikan sumbangan”

Ayat (3); Pemberian sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah

Kabupaten disertai berita acara penerimaan.

Hasil wawancara dari beberapa informan terkait dengan pasal 2 (dua) ayat 3
(tiga) diatas sebagai berikut ;

Disampaikan dalam penjelasan dibawah ini oleh Informan 3, pejabat Dinas
Pendapatan kabupaten Nunukan bahwa setiap realisasi sumbangan pihak ketiga sudah
sesuai dengan peraturan yang ada yaitu realisasi dicatatkan dalam neraca pendapatan
Pemerintah Daerah dan ia juga menjelaskan bahwa MOU yang dibuat oleh Dinas
terkait yang telah menyebutkan target besaran sumbangan tidak boleh ada paksaan
jika yang dibernikan oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan yang ada di MOU

sebagaimana disampaikan dibawah ini;

“ Memang beberapa pelaksanaan yang ada sekarang nu adalah di tata
caranya, misalnya ternyata MOU yang sudah dibuat itu sudah menyebutkan
targetnya, itu sebenarnya tidak diperkenunkan karena sukarela itu misalnya
saya mau menyumbang 10 ternyatua fterealisasi hanya 2, tidak menjadi
masalah karena namanya sukareala dun tidak harus uang juga dalam bentuk
barang juga boleh tapi konteksnya adalah sumbangan pihak ketiga ini tidak
ditargetkan tetapi realisasinya harus dicatatatkan dalam pendapatan
daerah’.

Lebih lanjut dijelaskan oleh informan 3 bahwa sumbangan pihak ketiga
merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan menjadi pertanggungjawaban
pemerintah kepada DPRD ;

“Seluruh pendapatan daerah di kabupaten nunukan itu kan kalau sumbangan
pihak ketiga masuk ke dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jadi

seluruh pendapatan daerah itu tetap dicatat di dalam laporan pendapatan
daerah dan menjadi bagian laporan keuangan pemerintah duerah”
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2) Ketentuan Pengelolaan
Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan 2001 berbunyi sebagai
berikut ;
“ Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk

kepentingan khususnya untuk pembangunan Daerah.” :

Hasil wawancara dan beberapa informan terkait dengan pasal 3 (tiga) diatas
sebagai berikut ;

Informan 1, Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan menyampaikan
bahwa sumbangan pihak ketiga yang diterima oleh Pemenntah Daerah Kabupaten
Nunukan di pergunakan untuk pembangunan daerah dimana sumbangan ini
dimasukkan dalam kas daerah pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan akan tetapi
sumbangan ini tidak secara khusus peruntukakannya tetapi sumbangan imi untuk
pembangunan secara umum sebagaimana disampaikannya,

“Setelah mereka setor sumbangan ini masuk ke kas daerah. Kas daerah ya
digunakan untuk pembangunan, artinya gak khusus itu juga termasuk kembali
untuk masyarakat sebagian. Tapi kan tidak diatur begitu, memang masuk ke
PAD daerah, ya kita gunakan untuk pembangunan daerah”

Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan nomor 33 tahun 2001 berbunyi
sebagai berikut ;

Ayat (1) ; Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

sepanjang berupa uang disetorkan ke Kas Daerah/petugas yang

ditujukan oleh Bupati dan dicantumkan didalam Anggaran dan

Belanja Daerah.

Hasil wawancara dari beberapa informan terkait dengan pasal 4 (empat) diatas
sebagai berikut ;
Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) sama dengan yang disampaikan oleh informan 1,

pada pasal 3 bahwa sumbangan pihak ketiga yang diberikan oleh perusahaan
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perkebunan kelapa sawit langsung masuk ke kas daerah Kabupaten Nunukan dan
dicantumkan dalam Anggaran dan belanja daerah Kabupaten Nunukan dan di

pergunakan untuk pembangunan daerah.

Dijelaskan juga oleh Informan 5, perusahaan perkebunan kelapa sawit bahwa
mekanisme setoran sumbangan pihak ketiga yang mereka bayarkan diawali adanya
Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan menghimbau kepada Perusahaan
perkebunan Kelapa Sawit agar mau memberikan sumbangan (sumbangan pihak

ketiga) kepada Pemerintah Daerah.

Selanjutnya mengundang perusahaan untuk mendiskusikan besaran sumbangan
pthak ketiga dimana perusahaan menyampaikan beberapa pertimbangan,

sebagaimana penyampaian dari informan 5, dibawah ini ;

“Kalau dari awal sumbangan pihak ketiga dari Dinas Perkebunan (Dinas
Kehutanan dan Perkebunan) memanggil perusahaan-perusahaan untuk
mendiskusikan mengenai nilai tarif.

Kesepakatan yang terjadi antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan
Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dituangkan dalam MoU (Memorandum Of
Understanding) antara Pemerintah dan Perusahaan dan dasar MoU ini perusahaan
memberikan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana penjelasannya ;

“Setelah dapat angka nilai tarif itu berdasarkan kesepakatan dituangkan dalam

perjanjian. Setelah ada perjanjian barulah perusahaan ini  menyetor
sumbangan pihak ketiga ini ke rekening kas daerah melalui mekanisme
perhitungan penjualan TBS. Jadi dari invoice penjualan setiap bulannya itu
angkanya kita kalikan dengan nilai nominal yang sesuai perjanjian kita dengan
pemerintah daerah’”.

Ayat (2); Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana yang dimaksud dalam
pasal 2 Peraturan Daerah ini berupa barang-barang bergerak
maupun barang-barang tidak bergerak pada saat penyerahannya
kepada pejabat yang berwenang akan dicatat dalam inventari milik

Pemerintah Kabupaten Nunukan.
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Ayat (3); Barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak
sebagimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, pada saat
pemindahan tangan kepada Pemerintah Kabupaten vyang
sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan
Pemerintah Kabupaten, dengan pemindahan tangan sebagai
sumbangan ini, makakewajiban-kewajiban sebelumnya tetap

menjadi tanggung jawab pihak penyumbang.

Hasil wawancara dari beberapa informan terkait dengan pasal 4 (empat) ayat 2
(dua) dan ayat 3 (tiga) diatas sebagai berikut ;

Disampaikan oieh informan 3, pejabat Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan
bahwa sumbangan pihak ketiga berupa barang baik bergerak maupun tidak bergerak
belum pernah di lakukan dan diterima oleh pemenntah daerah Kabupaten Nunukan
sebagaimana pernyataan dibawah ini ;

“Kalau ke pemerintah daerah mungkin setahu saya belum ya, ada memang
tetapi itu melalui mekanisme CSR tetapi itu yang langsung diterima oleh
masyarakat. Tetapi yang kepada pemerintah daerah kemudian dicatat sebagai
aset pemerintah daerah, belum ada’.

Hal ini juga disampaikan oleh Informan 5,pimpinan perusahaan Perkebunan
Kelapa sawit yang ada di Kabupaten Nunukan bahwa mereka belum pernah
memberikan sumbangan dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak
kepada pemerintah Kabupaten Nunukan,hanya pernah memberikan bantuan dalam
wujud barang kepada masyarakat melalui program CSR perusahaan, sebagaimana
disampaikan dibawah ini ;

“Belum, belum pernah memberikan sumbangan berbentuk barang ke
pemerintah tapi ke masyarakat sering, kita ada bangun gereja, ada bangun
musholla ya itu untuk keperfuan masyarakat sekitar vang bekerja di NBS
termasuk bangunan sekolah juga ada kita bangun™

Namun berbeda yang disampaikan oleh Informan 6, salah satu pimpinan
perusahaan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Nunukan bahwa mereka pernah

memberikan bantuan berupa barang kepada masyarakat akan tetapi mereka tidak
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mengetahui apa barang tersebut dapat dianggap merupakan Sumbangan Pihak Ketiga
berupa barang dan tercatat dalam inventarisasi aset pemerintah, karena dalam
memberikan bantuan kepada masyarakat perusahaan melibatkan Pemerintah Daerah
dalam hal 1n1 Dinas terkait pada saat itu, sebagaimana penyampaiannya dibawah ini;

“Kalau dulu sih, pernah ada pak. Berupa barang, mungkin bukan di salah satu
dinas pak ya. Berupa prasarana untuk padi tapi ke masyarakat, nah kalau jadi
aset pemerintah saya kurang tau persis tapi peruntunkannya itu memang untuk
masyarakat melalui Dinas™

Ayat(4); Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah
Kabupaten dilaporkan secara periodik setiap (tiga) bulan dan
tertulis oleh Pemerintah Kabupaten kepada DPRD.

Hasil wawancara dari informan terkait dengan pasal 4 (empat) ayat 4 (empat)
diatas sebagai berikut ;

Bahwa laporan penerimaan sumbangan Pihak Ketiga telah disampaikan oleh
pemerintah kepada kepada DPRD Kabupaten Nunukan namun belum secara
periodik sesuai dengan ayat (4) diatas, lebih lanjut disampaikan oleh DPRD
Kabupaten Nunukan bahwa laporan keuangan yang disampaikan tersebut masih
merupakan laporan secara menyeluruh belum bersifat khusus Sumbangan Pihak
Ketiga, sebagaimana penyampaian Informan 4, salah satu Anggota DPRD Kabupaten
Nunukan ;

“Ada  pelaporan yang pernah saya dapatkan kalau khusus untuk
SP3(sumbangan pihak ketiga) tidak pernah tapi Yang kalau global ada, tapi itu
pun cuma diakhir saja. Tapi ya sebagusnya harus ada secara khusus untuk
SP3, supaya tadi ini supaya transparan’”

Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan nomor 33 tahun 2001 berbunyi
sebagai berikut ;

“Barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak, yang berasal

dari sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah

ini menjadi Kekayaan daerah dan oleh karena itu pengelolaaanya dilaksanakan
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sebagar milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku”.

Hasil wawancara informan terkait dengan pasal S (lima) diatas sebagai
berikut ;

Dijelaskan oleh Informan 3, pejabat Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan
bahwa untuk pasal 5 terkait dengan sumbangan barang bergerak maupun barang tidak
bergerak belum dilaksanakan sebagaimana penyampaian dibawah ini ;

“Kalau ke pemerintah daerah mungkin setahu saya belum ya, ada memang
tetapi itu melalui mekanisme CSR tetapi itu yang lungsung diterima oleh
masyarakat. Tetapi yang kepada pemerintah daerah kemudian dicatat sebagai
aset pemerintah daerah, beium ada’.

b. Aspek-aspek yang mendukung dan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan
sumbangan Pihak Ketiga dari sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten
Nunukan.

1) Pihak yang Kepentingannya dipengaruhi(/nterest Affected)
a) Pemegang Saham (Stockholders)

Hasil wawancara beberapa informan terkait dengan aspek-aspek yang yang
mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan sumbangan Pihak Ketiga

diatas sebagai berikut ;

Disampaikan oleh Informan 2, pejabat Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Nunukan, bahwa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan sumbangan
pihak ketiga kepada daerah adalah kondisi perusahaan perkebunanan Kelapa Sawit
dimana ada beberapa perusahaan masih dalam pembenahan keuangan dan ada juga
masih dalam tahap pembangunan kebun sehingga belum dapat memberikan
sumbangan kepada pemerintah daerah, sebagaimana di pernyataannya dibawah ini :

“Kendalanya, bahwa selama ini cuma 3 yang memberikan sumbangsih.
Pertama, mungkin dikarenakan perusahaan ini masih dalam keadaan
menyusun keuangan mereka Kedua, perusahaan ini baru berjalan.Ketiga,
bahwa mungkin mereka masih dirugikan oleh sumbangan pihak ketiga ini.
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Kalau ketiga perusahaan ini sudah berjalan sudah cukup bagus karena bisa
memberikan nilai tambah sehingga mercka mau meberikan sumbangan pihak
ketigu itu khususnya di pemerintah daerah”™

Pernyataan diatas juga menjelaskan bahwa jika perusahaan dalam kondisi
keuangan yang baik dan sudah menguntungkan dimungkinkan perusahaan dapat
memberikan sumbangan kepada pemernintah daerah, berbeda dengan informan dari
Dinas Kehutanan dan Perkebunan menurut Informan 4, yang merupakan anggota
DPRD Kabupaten Nunukan Komisi I bahwa yang menjadi hambatan dalam
pelaksanaan ini adalah adanya pandangan beberapa masyarakat bahwa sumbangan
pthak ketiga ini terkait dengan kepentingan politik sebagaimana penyampaian
dibawah 1ni :

“Kita memang gak tau ya masalah-masalahnya, cuma kita tidak boleh

menduga-duga terlalu jauh mungkin boleh jadi ada orang mengatakan ini kan

kepentingan politik.

Ditambahkan juga dalam penjelasan informan 4 bahwa adanya penolakan dari
beberapa perusahaan dengan alasan bahwa mereka sudah banyak memberikan
bantuan kepada pemerintah dan masyakat termasuk juga pajak yang harus mereka
bayarkan |

“Tapi saya pernah juga membaca surat dari sebuah LSM ketika dari Dinas
Kehutunan dan Perkebunan yang ada sekarang itu memberikan surat kepadu
perusahaan-perusahaan tentang permintaan SP3, tapi kemudian ada
penolakan dari mereka dan penolakan-penolakan salah satunya mengatakan
bahwa sudah terlalu banyak kontribusi yang diberikun oleh perusahaan baik
dari segi pajak kemudian ada lagi namanya CSR dun sebagainya sehingga
tidak perlulah ada yang namanya SP3. Itu dasar-dasar mereka, nah ketika pun
misalnya ada perusahaan dengan sukarela, saya kira itu lebih bagus.

Berbeda yang disampaikan oleh Informan 5, pimpinan perusahaan perkebunan
kelapa sawit bahwa salah satu bentuk dukungan mereka terhadap pembangunan di
daerah adalah dengan memberikan sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah
daerah dan informan 5 juga menyampaikan harapan mereka kepada pemerintah
daerah adalah dapat membantu perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang mereka hadapi terutama  membantu dalam penyelesaian
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perusahaan dengan masyarakat, dan menurutnya pemerintah belum sepenuhnya dapat
membantu perusahaan, sebagaimana penyampaian informan 5 dibawah ini ;

“Kalau kita perusahaan salah satu bentuk dukungan kita terhadap pemerintah
daerah,sebenarnya harapan kita pengusaha, mungkin secara umum pak saya
menggambarkan. Yang kami rasakan sangat kurang saat ini itu, sebagai
mediasi mediator dengan masyarakat itu yang masih terasa sangat kurang.
Karena kadang-kadang kalau kita terbentur masalah dengan masyarakat,
pemerintah gak bisa jadi penengahnya.

Ada juga perusahaan yang masih meragukan dasar hukum dari Sumbangan
Pihak ketiga sebagaimana yang disampaikan oleh Informan 6, pimpinan perusahaan
kelapa sawit bahwa yang menjadi hambatannya adalah masih meragukan dasar
hukum sumbangan pihak ketiga dan peruntukan sumbangan pihak ketiga ini juga
belum jelas, sebagaimana disamapaikan di bawah ini ;

“Memang ini harus digodok juga. Karena kalau dari perusahaan pak ya, ini

diluar saran kan sudah banyak peruntukkan-peruntukkan. Kalau memang ada

pihak ketiga ya disatu sisi harus diperjelas dulu aturannya, peruntukannya juga

nanti biar jelas juga.

Ada keinginan dari perusahaan, pemerintah daerah membuat satu program
pembangunan baik berupa pembangunan fistk maupun non fisik kemudian
ditawarkan oleh beberapa perusahaan untuk pendanaan, inilah yang disebut

sumbangan pihak ketiga dari perusahaan kepada  pemerintah sebagaimana

penyampaian informan 6 dibawah int;

“ Dan itu nanti harus bikin program, inilah rencananya yang mau kita untuk
kepentingan peningkatan istilahnya daerah, kalau memang itu diminta untuk
sumbangan pihak ketiga. Karena yang dikhawatirkan sudah banyak di daerah
lain sumbangan pihak ketiga kan peruntukannya gak jelas. Transparansi sudah
Jamannya ya pak, kalau dari satu company okelah tapi kalau orang yang
kurang konsen kesitu kan imej nya kan lain.
Dijelaskan juga oleh informan 6 pada prinsifnya perusahaan mendukung untuk
pembagunan daerah tetapi ada transparansi dalam penggunaan dana sumbangan pthak
ketiga karena dan pemegang saham perusahaan akan mempertanyakan penggunaan

dana tersebut sebagai bentuk evaluasi sebagaiman disampaikannya dibawah ini ;
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* Kalau namanya perusahaan tetap ingin mendukung dan membangun daerah
karena kan istilahnya kan usahanya disitu gak boleh  gak mendukung
sepenuhnya harus mendukung sepenuhnya. kalau dalam segala sesuatu dalam
sumbangan pihak ketiga itu harus betul-betul matang pak karena nanti pasti
dari pihak pimpinan-pimpinan yang owner atau yang lain  untuk apa?
Kejelasannya kayak gimana? Terus kita kirim itu jadi apa itu? Kan biasanya
ada evaluasi, kalo berkaitan kita bicara sumbangan lain, misalnya sumbangan
di mesjid kan ada pelaporan ini peruntukannya untuk ini”

Informan 7, pimpinan perusahaan perkebunan kelapa sawit justru lebih
memahami bahwa yang menjadi dasar sumbangan pihak ketiga kepada daerah adalah
Peraturan daerah dan ia juga menyampaiakan bahwa perusahaan harus mempunyai
tanggungjawab terhadap pembangunan daerah bentuk sumbangan pihak ketiga ini
adalah suatu kewajiban moral bagi perusahaan yang berusaha di Kabupaten Nunukan
sebagaimana pernyataannya dibawah ini1 |

“Pertama-pertama tentu dengan adanya perda karena perda ini kita harus
mengikuti berarti merupakan kewajiban kita untuk melaksanakan apa yang
sudah diputuskan oleh pemerintah, dilain pihak va karena kita ini sudah
berusaha didaerah tersebut, tentu kita punva tanggungiawab moral untuk
memberikan apa yang kita boleh berikan sumbangun kepada pemerintah
sepanjang tidak melanggar aturan.

Informan 7 juga mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk memberikan
rasa aman dalam berusaha karena walaupun perijinan perusahaan sudah dimiliki tetap
saja ada sebagian masyarakat yang masih menuntut hak mereka atas tanah yang
sudah digarap oleh perusahaan dan juga perusahaan berharap agar dalam proses
pengurusaan perijinan pemerintah dapat memberikan pelayanan yang terbaik,
sebagaimana disampaikan dibawah ini ;

“Dengan harapan kami yang pertama supaya diberikan yang kepastian
hukum didalam perusahaan supaya dalam menjalankan usaha ini kita merasa
aman dan dalam meningkatkan investasipun kita tidak ada masalah dan yang
kedua jangan menghambat dalam pengurusan ijin jangan dipersulitkan
apabila memenuhi persyaratan”
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b) Pemerintah (Goverment)

Hasil wawancara beberapa informan terkait dengan aspek-aspek yang
mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan sumbangan pihak ketiga dilihat dari

kepentingan Pemerintah sebagai bertkut ;

Informan 1, pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan menyampaikan
bahwa pemerintah daerah Kabupaten Nunukan pada saat ini sangat giat mencari
potensi-potensi untuk meningkatkan Pendapatan Ash Daerah (PAD) dengan melihat
peluang-peluang yang ada dan tidak melanggar peraturan yang berlaku sebagaimana
disampaikan informan 1 di bawah ini

“Jadi begini kita ini kan mencari potensi-potensi dari PAD salah sat

sekarang ini SP3 dan selama itu tidak dilarang oleh aturan, ini ;1(;:127551222
potensi untuk mendapatkan penghasilan bagi daerah”

Lebih lanjut  juga disampatkan informan 1, bahwa adanya keinginan
pemerintah agar seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di kabupaten
Nunukan dapat memberikan sumbangan pihak ketiga kepada daerah sebagaimana
disampaikan dibawah ini ;

“Ya kita maunya sih, kalau bisa maunya semua. Itu bisa semua perkebunan
yang ada di nunukan ini bisa memberikan kontribusi melalui SP3”

Ditambahkan oleh Informan 3, pejabat Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan
bahwa hambatan yang dihadapi terkait dengan sumbangan pihak ketiga adalah
adanya polemik dikalangan pengusaha (termasuk Perusahaan Perkebunan Kelapa
sawit) sebagaimana penyampaliannya dibawah 1ni :

“Sumbangan pihak ketiga ini kan masih menjadi polemik dikalangan
pengusaha,  tetapi  sebenarnya  dasar  hukumnya  jelas,Peraturan
Pemerintahnya ada”

Perlunya dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan perkebunan
terutama perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan untuk
menciptakan iklim investasi yang kondusif hal ini, Lebih lanjut dijelaskan informan

~

3, bahwa dukungan pemerintah daerah terkait dengan investasi perusahaan
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perkebunan Kelapa Sawit adalah pelayanan, kondusifitas daerah sebagaimana
penjelasan dibawah ini :

“Saya rasa kalau dukungan itu sangat perlu, karena memang sebenarnya safu
investasi atau menjalankan usahanya di kabupaten itu menyangkut berbagai
aspek mulai dari perizinannya, mungkin menciptakan iklim investasi itu perlu
keamanan perlu kondusif perlu pelayanan segala macam oleh karena itu semua
sektor sebenarnya harus mendukung itu karena nanti manfaal yang bisa kita
hadirkan meskipun tidak berkolerasi secara langsung itu juga akan kembali
kepada mereka”

Tetapi pernyataan informan 3, dari Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan
yaitu peleyananan, iklim investasi yang kondusif belum dapat diberikan oleh

Pemerintah Daerah kepada Perusahaan, hal in1 dinyatakan oleh informan 7 ;

“Dengan harapan kami yang pertama supaya diberikan yang kepastian hukum
didalam perusahaan supaya dalam menjalankan usaha ini kita merasa aman
dan dalam meningkatkan investasipun kita tidak ada masalah dan yang kedua
Jangan menghambat dalam pengurusan ijin jangan dipersulitkan apabila
memenuhi persyaratan”

Peran pemerintah daerah sangat besar dalam menciptakan iklim investasi
sebagaimana dinyatakan oleh informan 3 ;

“Sebenarnya iklim investasi itu tidak bisa juga mercka (Perusahaan) yang
menciplakan, ada juga peran pemerintah daerah disitu”

Lebih lanjut disampaikan oleh informan 3, bahwa yang menjadi hambatan
dalam penerimaan sumbangan pihak ketiga dan perlu dilakukan oleh pemerintah
daerah adalah melakukan pendekatan, pembinaan, dan sosialisasi agar perusahaan
merasa dibantu dalam berbagai hal, disadari juga upaya yang dilakukan oleh
pemerintah belum maksimal sebagaimana penyampaiannya dibawah ini ;

“Dari  sisi pemerintah daerah sendiri secara optimal belum melakukakan
upaya, baik itu sosialisasi, pemahaman, pembinaan terhadap pelaksanaan
sumbangan pihak ketiga sehingga terkesan bahwa pemerintah sendiri masih
“wait and see” (menunggu) tidak dalam konteks menjemput bola karena
memang ini kan prinsipnya sukarela”.
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Informan 3, juga melihat bahwa perusahaan selaku pelaku usaha juga harus
memiliki kepedulian (empati) kepada pemerintah daerah karena perusahaan juga
mempunyai tanggungjawab membangun daerah dimana mereka berusaha ;

“Dari sisi pelaku usaha sendiri, semacam ikatan secara moril bahwa mereka
yvang berusaha di satu wilayah misalnya kabupaten tentu mereka punya
tanggungjawab untuk berkontribusi secara positif terhadap pembangunan
diluar kewajiban yang mereka sudah penuhi, karena kalau kewajiban itu
berkaitan dengan kegiatan formil yang mereka lakukan misalnya membayar

y

royalty membayar iuran secara legal itu kan menjadi kewajiban mereka. .

Lebih tegas disampaikan informan 3, bahwa perusahaan sudah banyak
mendapatakan manfaat dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tetap: kesadaran
dan perusahaan juga masih kecil, perusahaan hanya mengganggap bahwa setelah
membayar pajak yang diwajibkan pertanggungjawaban terhadap pembangunan
daerah sudah selesai padahal menurut informan 3 masih ada hal lainya yang perlu
diberikan perhatian sebagaimana penyampaiannya ;

“Kesadaran manfaat yang didapatkan atas fasilitasi pemerintah dan mereka
wujudkan dalam bentuk kontribusi melalui sumbangan pihak ketiga itu yang
memang belum sepenuhnya menjadi  kesadaran teman-teman pengusaha
itu.Mereka merasa dengan terpenuhinya kewajiban mereka kepada pemerintah
baik pembayaran pajak maupun penerimaan Negura bukun pajak itu sudah
cukup, ke masyarakat pun sudah cukup itu sudah melalui CSR.Padahal diluar
konteks itu kan pasti ada untuk pembangunan secara lebih luas”.

¢) Masyarakat Umum (General Umum)

Hasil wawancara beberapa informan terkait dengan aspek-aspek yang
mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan sumbangan pihak ketiga dilihat dari

kepentingan masyarakat umum sebagai benkut :

Disampaikan oleh Informan 1, pejabat Pemerintah Kabupaten Nunukan bahwa
sumbangan pihak ketiga akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara
umum sebagaimana penyampaian dibawah ini ;

“Masyarakat ini sifatnya masih umum, memang tidak kembali khusus artinya
dari perkebunan kembali ke perkebunan, bukan begitu. Ini sifatnya umum,
sekarang kita sudah membangun nunukan ini, salah satu sumber dananya dari
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sumbangan pihak ketiga, nah ini sudah dirasakan masyarakat secara umum,
memang tidak spesifik tetapi sudah.”

Dijelaskan juga oleh Informan 4, anggota DPRD Kabupaten Nunukan melihat
bahwa banyaknya perusahaan perkebunan Kelapa sawit yang ada di Kabupaten
Nunukan namun sumbangan pihak ketiga yang diterima masih kecil dan berdampak
pada Pendapatan Asli Daerah, dan disamapaikan pula bahwa dibandingkan dengan
daerah lain yang hanya memiliki beberapa perusahaan swasta tetapi Pendapatan Asli
mereka lebith tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Nunukan sebagaimana
disampaikan Informan 4 ;

“Terus terang saya juga memang prihatin di Komisi 1. Di dalam Komisi 11 itu
kita berbicara tentang ekonomi, di dalam ekonomi itu kami bermitra dengan
SKPD yang mengurusi tentang PAD. Nah betapa kita juga miris ya prihatin di
nunukan dengan banyaknya perusahaan tapi PAD kita bahkan pemerintah
cuma menarget sampai 40 milyar 43 milyar realisasi juga tidak sampai,
kadang cuma sampai 90 dan sebagainya. Yang kalau saya bandingkan di
daerah lain misalnya kayak Malinau dan sebagainya lebih besar daripada kita
padahal kalau kita lihat-lihat banyuk perusahaan ™.
Disampaikan juga oleh informan 4 bahwa sumbangan pihak ketiga masuk
dalam APBD Kabupaten Nunukan dan dipergunakan untuk pembiayaan
pembangunan daerah sebagaimana disampaikan dibawah ini

“Ketika ada SP3 itu tentunya masuk di APBD, yang penting tadi yang saya
katakan harus ada transparansi dan ketika masuk di APDB ini digunakan
untuk pembiayaan pembangunan .

2) Tingkat Kepatuhan dan adanya Respon dan pelaksana (Compliance and
Responsiveness)

Tingkat Kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana meliputi ; tingkat
pengetahuan pelaksana, sikap pelaksana, komitmen pelaksana, hasil wawancara dari
beberapa informan sebagai berikut ;

Informan 1, pejabat Pemerintah Kabupaten Nunukan menyampaikan bahwa

semua pelaksana di pemerintah Kabupaten Nunukan harus selalu memberikan
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dorongan dan himbauan agar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di
Kabupaten Nunukan mau memberikan sumbangannya kepada pemerintah
sebagaimana di sampaikan dibawah ini ;

“Kita semua sama-sama ya, kita semua para pelaksana yang ada didaerah ini
semua sama-sama memberi masukan, memberi penjelasan menghimbau
kepada semua perusahaan-perusahaan sawit yang ada di nunukan ini supaya
mau memberikan. Tidak hanya 3 saja, jadi bisa semua perusahaan. Masalah
SKPD yang membidangi itu, itu sudah jelas memang bagian dari tupoksinya
tetapi semua saja kita memang perlu memberikan penjelasan supaya mereka
itu tergerak membantu kita membangun daerah apalagi kita ini kan sekarang
anggaran sedang turun. Nah lebih mengharapkan lagi bantuan dari pihak
ketiga ini Pemegang Saham (Stockholders)”

Lebih Lanjut informan 1 sampaikan bahwa dana yang diberikan oleh
Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit langsung disetor ke Kas Daerah dan masuk ke
rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan  sebagaimana penyampaian
dibawah ini ;

“Mereka ini, pihak ketiga ini menyetor dananya langsung ke kas duerah. Kas

daerah ity masuk ke rekening pemerintah daerah.Bagaimana mau

disalahgunakan, keluarnya nanti  berupa anggaran APBD, gak bisa
disalahgunakan bagaimana caranya?Gak ada.”

Informan 2, pejabat Dinas Kehutanan dan Perkebunan juga menyampaikan
bahwa dana sumbangan pihak ketiga tidak dipegang oleh Dinas Kehutanan dan
Perkebunan kabupaten Nunukan tetapi langsung disetorkan ke kas daerah dan
penggunaan dana tersebut sudah melalui mekanisme yang ada sebagaimana
penyampaian dibawah ini ;

“Saya kira ya, Dinas Kehutanan sendiri tidak pernah pegang ya, tapi itu kan di
Pemda. Dan begitu pihak ketiga menyerakkan kepada Pemda. Pemda kan
menggunakan sesuai pertanggungjawabannya, digunakan untuk pembangunan.
Saya kira begitu”.

Informan 3, Pejabat Dinas Pendapatan kabupaten Nunukan menyampaikan

bahwa untuk sumbangan pihak ketiga yang disetorkan oleh perusahaan perkebunan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42922 pdf
82

Kelapa Sawit juga masuk dalam pemeritksaan atau audit dan lembaga yang
berwenang sebagaimana penyampaian dibawah ini ;

“Kalau kita kan begini, kalau menyimpang itu sebenarnya harus merujuk
kepada audit.  Sepanjang hasil audit itu tidak menyebutkan kepada
penyimpangan, kita tidak bisa berkesimpulan seperti itu. Bahwa itu namanya
menjadi rumor, ya itu kan terserah. Artinya begini audit itu begini, kita
melaksanakan suatu kegiatan penerimaan pendapatan daerah itu, satu harus
ada dasar hukumnya. Sepanjang dasar hukumnya itu, kalau misalnya dia ada
kaidah hukumnya tidak sesuai tentu pada saat dia diasistensi maupun direvisi
oleh harmonisasi kedudukan yang lebih tinggi tentu dia sudah akan gugur
dengan sendirinya. Yang kedua adalah pengelolaan keuangannya sendiri,
keuangan sendiri kan tetap dicatat didalam proses penganggarannya
kemudian dicatat dilaporan realisasinya”

Informan 4, anggota DPRD Kabupaten Nunukan menyampaikan bahwa
belum ada indikasi bahwa penyalahgunaan dana sumbangan pihak ketiga tetapi 1a
juga masih menanyakan besarannya karena keterlibatan mereka sangat terbatas, untuk
mengetahuinya mereka perlu diberikan laporan sebagai bahan pertanggungjawaban

sebagaimana disampaikan dibawah ini :

“Saya belum bisa melihat secara detail ya bahwa ada penyimpangan. Cuma
memang karena kami juga belum tau secara pasti tadi misalnya sebagai
contoh terkait masalah besarannya dan kemudian tadi kan tidak ada
pelaporan dan sebagainya, seandainya itu memang ada keterbukaan dengan
kami. Maka kami kan bisa lebih tau, banyak tahu sehingga kita bisa tahu ada
penyimpangan atau tidak. Kalau sekarang ya paling kita cuma kayak
menduga-duga’.

Dijelaskan juga oleh Informan 5 bahwa terkait penyimpangan dana sumbangan
pihak ketiga, informan 5 pimpinan perusahaan perkebunan kelapa sawit belum dapat
memastikan hal tersebut karena belum adanya transparansi penggunaan dana yang
digunakan, bentuk laporan penggunaan dana sangat dibutuhkan agar mereka

mengetahui pengalokasiaan dana tersebut, sebagaimana penyampaian dibawah ini ;

“Saya secara pasti juga tidak tahu, cuma uang itu kita tahunya di kas daerah.
Itulah tadi yang saya bilang sebenarnya kalau ada transparansi penggunaan
dana itu mungkin kita bisa tahu, oh ini dana dialokasikan untuk membantu
ini, pembangunan ini”’
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Informan 6, pimpinan perusahaan perkebunan kelapa sawit juga
menyampaikan bahwa mereka hanya menyetorkan sumbangan pthak ketiga
ini ke rekening Pemerintah daerah untuk penggunaannya mereka tidak
mengetahui karena menurut informan 6 untuk penyimpangan penggunaan
dana sumbangan pihak ketiga ada dinas teknis yang bertugas untuk melakukan
pemeriksaan ;

“Kalau masalah penyimpangan penggunaan sumbangan pihak ketiga itu saya
tidak tahu, setau saya kami cuma menyetor kebank masuk kebank kerekening
pemda, kalau penggunaannya kami tidak tahu karena bukan kewenangan
kami tapi mungkin ada instansi terkait yang mempunyai wewenang untuk
menanyakan penggunaan anggaran tersebut”

c. Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk
meningkatkan sumbangan pihak ketiga.

Strategi yang sudah dijalankan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan
penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagai berikut ;

Informan 2, pejabat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan
menyatakan bahwa pendekatan-pendekatan sudah beberapa tahun dilakukan melalui
pertemuan dengan agenda mendikusikan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 33
tahun 2001 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah
Kabupaten Nunukan sebagaimana di sampaikan dibawah ini :

“ Dinas Kehutanan dan perkebunan sudah melakukan pendekatan-pendekatan
dengan mengadakan pertemuan dengan beberapa perusahaan karena ini
sifatnya sukarela jadi tidak ada pemaksaan terhadup perusahaan. Beberapapun
yang bersedia itu saja yang dibuatkan MOU.”

Informan 2, juga sangat berharap agar perusahaan-perusahaan tersebut mau
memberikan sumbangan kepada pemerintah, pemerintah mempunyai tugas untuk
memberikan pemahaman-pemahaman  tersebut sebagaimana disampaikan oleh

Informan 2 :

“Semestinya perlu pendekatan kepada perusahaan-perusahaan, mereka ini kan
sebetulnya berusaha di pemerintah daerah diwilayah kita. Mohonlah
bantuannya kepada pemerintah daerah untuk memberikan sumbungsihnya,
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keuntungan mereka kepada pemerintah daerah dalam rangka membangun
diwilayahnya. Kedua, bahwa kita harus bisa memberikan pemahaman kepada
perusahaan-perusahaan agar mereka itu maulah memberikan uangnya atau
keuntungan-keuntungannya untuk membangun kepentingan dia juga yang

’”

dibangun’.

Pernyataan informan 2 juga dikuatkan oleh Informan 3, pejabat Dinas
Pendapatan kabupaten Nunukan bahwa Dinas terknis terkait sudah melakukan
pendekatan kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan cara membangun

komunikasi dan dinas teknis, dinyatakan dibawah ini ;

“Yang jelaskan kalaw dari teknis, misalnya dinas perkebunan atau

pertambangan secara pro aktif melakukan komunikasi”.

Dijelaskan juga bahwa untuk Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan tahun ini
merencanakan satu pertemuan berbentuk silaturahmi dengan menghadirkan
Narasumber dan Kementenan dalam Negeri, dan mengundang unsur Forum
Komunikasi Perangkat Daerah (MUSPIDA), dinas teknis terkait dan pesertanya
semua perusahaan swasta yang berusaha di kabupaten Nunukan sebagimana
penyampaiannya ;

“Kalau dari dinas pendapatan sendiri, tahun ini akan kita gagas semacam
sosialisasi seperti apa itu duduk perkaranya sumbangan pihak ketiga, dasar
hukumnya apa, bagaimunua penganggarannya, bagaimana pengelolaannya,
hagaimana pertanggungjawabannya itu nanti akan difasilitasi oleh bina
keuangan daerah dan kementerian dalam negeri dalam waktu dekat”.

Disadari oleh Informan 2, dalam pertemuan ini tidak akan meilakukan
pemaksaan hanya bertujuan untuk menyatukan persepsi tentang sumbangan pihak
ketiga dan juga mendiskusikan permasalahan-permasalahan perusahaan dan

mencarikan solusi penyelesaiannya ;

Tapi sebenarnya yang namanya upaya itu kan kita tidak bisa terlalu pro aktif
karena prinsipnya adalah sukarela. Jadi kita sudah sampaikan, bahwa nanti
kemudian muncul satu kesepahaman bahwa mereka satu persepsi dengan kifa
sama sama kita membangun daerah kemudian muncul MOU ya syukur , tetapi
kalau tidak, konteks memaksa disitu pemerintah tidak punya kewenangan, jadi
pemerintah hanya memberikan pemahaman.
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Menurut Informan 4, anggota DPRD Kabupate Nunukan, peran Bupati sangat
dibutuhkan dalam meningkatkan sumbangan pihak ketiga lewat kekuasaan yang
ta miliki dan bupatt menyampaikan program yang ia tawarkan kepada para
perusahaan, informan 4 yakin bahwa strategi in1 akan lebih dapat direspon oleh

perusahaan sebagaiamana pernyataannya dibawah ini ;

“Beliau, langsung Bupati. Bupati langsung, bukan hanya dinasnya karena ini
terkait dengan kesukarelaan jadi Bupati langsung mengundang seluruh
pimpinan-pimpinan perusahaan dan kemudian memaparkan tentang program-
program kedepan kabupaten nunukan. Dan kemudianbeliau juga harus
memaparkan keterbatasan daripada dana yang ada kita ini dan oleh karena itu
dibutuhkan kontribusi daripada para perusahaan dan kemudian nanti kan
mereka akan pro kontra, ada yang setuju ada yang tidak. Nah bagi yang tidak
setuju nanti akan diberikan gambaran bahwasannya kenapa yang ini bisa,
kenapa vang ini tidak bisa. Intinya seperti itulah, intinya bahwa ada
pendekatan dikumpulkan semua dan saya yakin ketika didekati secara persuasif
bahwa ini adalah untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam hal ini
bupati harus meyakinkan bahwasannya nanti uang-uang yang kalian masuk
akan, kita akan secara transparan akan kita gunakan dengan sebaik-baiknya,
maka Insa Allah mereka pasti akan dengan sukarelalah untuk memberikan apa
sumbangan SP3 nya itu”.

Namun menurut Informan 5, pimpinan perusahaan perkebunan kelapa sawit,
transparansi dalam penggunaan dana sangat penting untuk meningkatkan sumbangan
pihak ketiga transparansi yang disebutkan adalah dalam bentuk laporan ke

Perusahaan sebagaimana disampaikannya ;

“Kalau menurut saya pak, itu transparansi tadi. Kalau dana itu jelas
peruntukkannya, jelas penggunaannya ada laporan yang bisa disampaikan ke
perusahaan bahwa ini loh sumbangan bapak-bapak itu kita buat untuk ini.
Apalagi untuk kesejahteruan rakyat pak,

untuk pembangunan.ltu saya kira perusahan pasti sangat-sangat lidak terasa
berat perusahaan itu memberikan karena dia tahu pak, dia menyumbang ini
ada untuk ke masyarakat ada untuk kesini, jelas”.
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2. Hasil Observasi di Lapangan

Hasil observasi lapangan di beberapa perusahaan, didapatkan data dan informasi
yang dapat dijadikan bahan dalam menganalisis penelitian ini adapun hasil observasi
sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Observasi Beberapa Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

antor;Pabrik) -} - (Perumahan)- anaman) -
1. PT. Nunukap Tersedia Tersedia dilaksanakan | menghasilkan
Jaya Lestan
2. PT. Nunukan Tidak tersedia Tersedia dilaksanakan menghasilkan
Bara Sukses
3. PT. Pohon . Tersedia Tersedia dilaksanakan menghasilkan
Emas Lestan :
—
PT. Karang
4, Joang Hijau Tersedia Tersedia dilaksanakan menghasilkan
Lestari
5. P_T ) Bhuml‘ Tersedia Tersedia dilaksanakan | menghasilkan
Seimanggaris
L — ]
6. PT. Tma Madu Tersedia Tersedia dilaksanakan | menghasilkan
Sawit Jaya
7. PT Bulungan Tidak tersedia Tersedia dilaksanakan | menghasilkan
Hijau Perkasa

(sumber : Diolah dari Data Dinas kehutanan dan Perkebunan)
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. Kebijakan Penerimaan Sumbangan Pthak Ketiga dan Sektor Perkebunan Kelapa
Sawit (Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 Tahun 2001)

a. Dasar Hukum dan Bentuk Sumbangan
1) Dasar Hukum Sumbangan Pihak Ketiga
Pemerintah Kabupaten Nunukan saat ini giat mencarn potensi-potensi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah sumbangan pihak ketiga dari
sektor perkebunan Kelapa Sawit, dimana sumbangan pihak ketiga ini sifatnya tidak
mengikat sebagaimana disampaikan oleh informan 1 “ bahwa pemerintah giat
mencari potensi PAD salah satunya adalah Sumbangan Pihak Ketiga Kepada

Pemerintah Kabupaten Nunukan”.

Adanya keraguan ataupun polemik dan beberapa perusahaan kelapa sawit yang
menanyakan dasar hukum dan sumbangan pihak ketiga berawal dari adanya Surat
Edaran Menteri Dalam Negen: Republik Indonesia Nomor : 188.35/17/SJ tanggal 5
Januari 210 Tentang Penataan Peraturan Daerah tentang pajak Daerah dan Retribusi
Daerah yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia,

sebagaimana dinyatakan dibawah ini ;

2. Peraturan Daerah tentang Pajak Dacerah dan Retribusi Daerah yang
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi,
bertentangan dengan kepentingan umum, membuat ekonomi hiaya tinggi,
menghambat  peningkatan iklim investasi di daerah serta materi
muatannya tidak termasuk secara limitatif diatur dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRB, segera dihentikan pelaksanaanya

dan dicabut.
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3. Peraturan Daeruh tentang Penerimaan Sumbangan kepada Pihak Ketiga,
pada hakikatnya suma dengan Pajak Daerah. untuk itu segera dikentikan
pelaksanaannya serta dicabut, agar tidak membuat ekonomi biaya tinggi

dan menghambat peningkatan iklim investasi di Daerah.

Pada surat edaran tersebut, Menter1 Dalam Negenn menginstruksikan untuk
menghentikan pelaksanaan dan mencabut Peraturan daerah dan Peraturan Kepala
Daerah yang menetapkan besarnya penerimaan sumbangan kepada pihak ketiga,
dimana pada hakikatnya sama dengan pajak daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut
diatas, bahwa sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah tidak dilarang sepanjang

tidak menentukan jumlah dan/atau jenis sumbangan dari pihak ketiga.

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 Tahun 2001 Tentang
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam
pasal demi pasal tidak ada yang menyebutkan besaran sumbangan dan dalam pasal 2
(dua) ayat (1) dinyatakan bahwa sumbangan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah
ini bersifat tidak mengikat artinya kerelaan atau sukarela dar perusahaan yang

memberikan sumbangan.

Hal diatas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan 3 :

“Berkenaan dengan Surat Kemendagri Pajak dan Retribusi itu kalau dia
ditetapkan meenjadi satu kewajiban. Nah memang banyak kasus itu sumbangan
pihak ketiga itu ditarget, itulah yang menyalahi sebenarnya tetapi sepanjang
dia sukarela tidak menyalahi seperti juga kita menerima hibah.

Adanya MoU atau Naskah Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Daerah
dan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dibangun atas keinginan bersama dan

dalam Mou yang ditandatangant kedua pihak pada pasal 2 huruf (3) disebutkan
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bahwa “Sasaran Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nunukan melalui Sumbangan Pihak Ketiga Perusahan

Besar Swasta Kelapa Sawit”.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga
menjelaskan posisi Sumbangan Pihak Ketiga dikategorikan sebagai salah satu dari
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, hal in1 dijelaskan pada Pasal 295 ayat (1)

dan ayat (2) yaitu sebagai berikut ;

Ayat (1) ; “Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 285 ayat (1) huruf ¢ merupakan seluruh pendapatan
Daerah selain pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer,
yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Ayat (2) ; “ Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan
berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah
Pusat, daerah yamg lain, mayarakat, dan Badan usaha dalam
negeri atau luar Negeri yang bertujuan untuk menunjang
peningkatan penyelenggraan urusan pemeritahan yang menjadi
kewenagan daerah”

Dengan penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa Penerimaan Sumbangan
Pihak Ketiga yang dan sektor Perkebunan Kelapa Sawit mempunyai dasar hukum
yang jelas yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Nununukan Nomor 33 tahun 2001
Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten

Nunukan dan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
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2) Bentuk Sumbangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 Tahun 2001
Pasal 2 ayat (1) ;

“Sumbangan pihak Ketiga, dapat berupa pemberian hadiah, donasi,
wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu
vang bersifat tidak mengikat serta perolehannya oleh Pihak Ketiga
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturaan Perundang-
undangan yang berlaku”.

Dari hasil fakta lapangan didapatkan informasi melalui wawancara dan
informasi data dari dokumen-dokumen bahwa bentuk sumbangan yang diterima dari
pihak ketiga (perusahaan perkebunan kelapa sawit) oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Nunukan adalah berupa hibah, hal tersebut dapat dilihat dari dokumen
berupa Surat dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Nunukan yang ditujukan kepada Bupati Nunukan dengan surat Nomor
970/790/DPPKAD-11/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014 perihal Laporan Realisasi
Pendapatan Kabupaten Nunukan, dimana dalam laporan Sumbangan Pihak Ketiga
dari Perusahaan Perkebunan Sawit dibawah pengeloaan Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Nunukan sumbangan tersebut masuk kategori Lain-lain
Pendapatan Daerah yang sah dan lebih rinci lagi berdasarkan rekening pendapatan
daerah Kabupaten Nunukan masuk Pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi
swasta dalam negeri. Hal ini juga dijelaskan oleh informan 3 sebagai berikut;

“Seluruh pendapatan daerah di kabupaten nunukan itu kan kalau sumbangan

pihak ketiga masuk ke dalum lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jadi

seluruh pendapatan daerah itu tetap dicatat di dalam laporan pendapatan
daerah dan menjadi bagian laporan keuangan pemerintah daerah”
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 Tahun 2001
Pasal 2 ayat (2) ;

“Pemberian sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten oleh Pihak Ketiga

sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak mengurangi kewajiban-

kewajiaban pihak ketiga yang bersangkutan kepada negara, seperti
pembayaran pajak, retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

Dari hasil wawancara beberapa informan dilapangan bahwa perusahaan
perkebunan kelapa sawit yang memberikan sumbangan dalam bentuk hibah kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan tetap menjalankan kewajiban-kewajiban
wajib kepada negara seperti pembayaran pajak, dan kewajiban-kewajiban lainnya
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang
disampaikan oleh beberapa informan diantaranya informan 3 yang menyatakan
“Perusahaan kelapa sawit sudah pasti mereka membayar pajak ,PBB, iuran-iuran
vang secara hukum diwajibkan untuk investasi”.

Informan 5 merupakan pimpinan perusahaan kelapa sawit juga menyatakan
bahwa kewajiban berupa pajak juga mereka bayarkan “Ada pak, Pajak Bumi
Bangunan ”, hal ini juga disampaikan oleh Informan 6 “Jadi PBB pasti ya, pajak
alat berat, penerangan, air permukaan’”.

Diantara pajak diatas perusahaan perkebunan juga membayar pajak yang lain
sebagaimana yang disampaikan informan 7 * kami bayar PPn TBS. Kemudian ada

lagi PPh itu yang 2 % setiap kita menjual TBS ataupun menerima sewa kita bayar

kepada pemerintah”
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Dengan penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa perusahaan yang
memberikan sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah juga tetap membayar pajak
yang di bebankan kepada mereka.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 Tahun 2001
Pasal 2 ayat (3) ;

“Pemberian sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten disertai
berita acara penerimaan”.

Dan hasil wawancara beberapa informan di lapangan dan informasi berupa
dokumen bahwa sumbangan hibah pihak ketiga yang di berikan kepada Pemerintah
melalui beberapa tahapan pertama adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal
ini adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan menyampaikan
surat undangan kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang berusaha di
Kabupaten Nunukan untuk melakukan pertemuan dengan agenda mendiskusikan
sumbangan pihak ketiga sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nunuka Nomor 33
Tahun 2001 kedua adalah hasil dari pertemuan tersebut didapatkan nilai sumbangan
yang disepakati oleh Perusahaan Penyumbang dan Pemerintah Daerah Kabupaten
Nunukan dan selanjutnya adalah kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk
dokumen Naskah Kesepahaman Bersama (Memorandum Of Understanding/MoU),
untuk proses pemberian sumbangan perusahaan langsung melakukan setoran ke
rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Nomor Rekening
0091300010 pada Bank Kaltim Cabang Nunukan (Sumber : Naskah Kesepahaman
Bersama (Memorandum Of Understanding/MoU) antara PT. Nunukan Bara Sukses

dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tentang Partisipasi Pihak Ketiga Sektor
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Perkebunan Besar Swasta Kelapa Sawit Nomor [92'NBS-NNK/II:2015-Nomor
197 1I'HK2015).

Bentuk berita acara penerimaan sumbangan pihak ketiga adalah berupa surat
setoran yang dikeluarkan oleh bank yang ditunjuk dalam hal ini adalah Bank Kaltim
Cabang Nunukan sebagal Bank Pelaksana Penerima Sumbangan Pihak Ketiga dan
Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang telah menandatangam Naskah

Kesepahaman Bersama (MoU).

3) Ketentuan Pengelolaan

Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan 2001 berbunyi sebagai berikut ;

* Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk
kepentingan khususnya untuk pembangunan Daerah.”

Dari hasil lapangan didapatkan informasi melalui wawancara dan data dari
dokumen-dokumen bahwa sumbangan pihak ketiga yang diperoleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Nunukan peruntukannya untuk kepentingan pembangunan daerah
kabupaten Nunukan sebagaimana tertuang dalam Surat Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang ditujukan kepada
Bupati Nunukan dengan surat Nomor 970/790/DPPKAD-II/X/2014 tanggal 3
Oktober 2014 perihal Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Nunukan. Hal ini

juga disampaikan oleh informan 1 “Setelah mereka setor sumbangan ini masuk ke

kas daerah, kita gunakan untuk pembangunan daerah”
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Secara umum pendapatan-pendapatan daerah baik PendapatanAsli Daerah
(PAD), Pendapatan Transfer ataupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga
termasuk di dalamnya sumbangan pihak Ketiga yang diterima Pemerintah Daerah
kabupaten Nunukan terkumpul dan menjadi batang tubuh Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan dan peruntukannya sesuai dengan

rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan.

Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan 2001 berbunyi sebagai berikut ;

Ayat(1):  “Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
sepanjang berupa uang disetorkan ke Kas Daerah/petugas yang
ditunjuk oleh Bupati dan dicantumkan didalam Anggaran dan
Belanja Daerah”.

Dalam pengelolaan dana sumbangan pihak ketiga berdasarkan informasi hasil
wawancara dan dokumen yang ada bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan
menerima sumbangan berupa uang yang disetorkan langsung oleh Perusahaan
Perkebunan Kelapa sawit melalmi Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan
dengan Nomor Rekening 0091300010 pada Bank Kaltim Cabang Nunukan (Sumber :
Naskah Kesepahaman Bersama (Memorandum Of Understanding/Mol)) antara PT.
Nunukan Bara Sukses dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tentang Partisipasi
Pihak Ketiga Sektor Perkebunan Besar Swasta Kelapa Sawit Nomor [92/NBS-

NNK/1172015-Nomor 197/1I’HK/2015).
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Ayat (2); “Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana yang dimaksud dalam
pusal 2 Peraturan Daerah ini berupa barang-barang bergerak
maupun barang-barang tidak bergerak pada saat penyerahannya
kepada pejabat yang berwenang akan dicatat dalam inventari
milik Pemerintah Kabupaten Nunukan”

Ayat (3); “Barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak
sebagimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, pada saat
pemindahan tangan kepada FPemerintah Kabupaten yang
sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan
Pemerintah Kabupaten, dengan pemindahan tangan sebagai
sumbangan ini, maka kewajiban-kewajiban sebelumnya tetap
menjadi tanggung jawab pihak penyumbang”

Dari hasil wawancara dan data dilapangan terkait dengan Pasal 4 ayat (2) dan
ayat (3) dimana dalam penjeilasannya mengatur pengeloiaan sumbangan pihak ketiga
berupa barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak pelaksanaanya belum
berjalan karena sumbangan pihak ketiga yang diberikan oleh Perusahaan Perkebunan
masih berupa uang dan belum ada berupa barang bergerak maupun barang tidak
bergerak, hal ini sesuai dengan penyampaian informan 3 “Kalau ke pemerintah
daerah mungkin setahu saya belum ya (maksudnya barang)”.

Lebih jelas disampaikan oleh informan 5 pimpinan perusahaan perkebunan
kelapa sawit bahwa sumbangan berupa barang ke pemerintah belum pemah dilakukan
namun ke masyarakat sudah pernah meraka lakukan sebagaimana dijelsakan “Belum
pernah memberikan sumbangan berbentuk barang ke pemerintah tapi ke masyarakat
sering, kita ada bangun gereja, ada bangun musholla ya itu untuk keperluan

masyarakat dan sekolah juga ada kita bangun”

Ayat (4);  Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah
Kabupaten dilaporkan secara periodik setiap (tiga) bulan dan
tertulis oleh Pemerintah Kabupaten kepada DPRD.

Dari hasil wawancara dilapangan terkait dengan Pasal 4 ayat (4) dimana

penjelasannya bahwa Pemerintah Kabupaten Nunukan diharuskan memberikan
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laporan tertulis secara periodik setiap (tiga) bulan kepada DPRD Kabupaten
Nunukan, dalam wawancara kepada informan disampaikan bahwa selama ini
Pemerintah Kabupaten Nunukan sudah memberikan laporan tetapi belum secara
periodik dan bentuk laporannya masih secara umum dan belum ada laporan khusus
sumbangan Pihak Ketiga, sebagaimana disampaikan oleh Informan 4, “ Ada
pelaporan, khusus untuk SP3(sumbangan pihak ketiga) tidak pernah

Dari penyampaian informan 4 diatas dapat dikatakan bahwa Ketentuan
Pengelolaan Pasal 3 ayat (4) yang mengharuskan Pemerintah Kabupaten melaporkan
secara periodik setiap 3(tiga) bulan secara tertulis kepada kepada DPRD Kabupaten
Nunukan belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah.

Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dari pelaksana atau dinas terkait
khususnya Dinas pendapatan Kabupaten Nunukan untuk memahami Peraturan
Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 tahun 2001 Tentang Penerimaan sumbangan
pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan, dilihat dari pentingnya
pelaporan secara periodik adalah merupakan bentuk pengawasan dart DPRD
kabupaten Nunukan dan juga adalah transparansi pengelolaan dana Sumbanagan

Pihak Ketiga.

Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan 2001 berbuny: sebagat berikut ;

“Barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak, yang
berasal dari sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Daerah ini menjadi Kekayaan daerah dan oleh karena itu pengelolaaanya
dilaksanakan sebagai milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku”.
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Dar1 hasil wawancara dan data dilapangan terkait dengan Pasal 5 masih ada
keterkaitan dengan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dalam pelaksanaanya yaitu mengatur
pengelolaan sumbangan pihak ketiga berupa barang-barang bergerak maupun barang
tidak bergerak dapat dikatakan belum berjalan karena sumbangan pihak ketiga yang
diberikan oleh Perusahaan Perkebunan masih berupa uang dan belum ada berupa
barang bergerak maupun barang tidak bergerak, hal im sesuai dengan penyampaian
informan 3 “Kalau ke pemerintah daerah setahu saya belum ya (maksudnya
barang) .

Dari hasil analisis bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan
Nomor 33 Tahun 2001 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah
Kabupaten Nunukan yang dijalankan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sudah
berjalan sesuai peraturan yang berlaku hanya untuk pelaporan secara periodik dan

tertulis belum sepenuhnya dilaksanakan.

2. Aspek-aspek yang mendukung dan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan
sumbangan Pihak Ketiga dan sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten
Nunukan.

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan jika program
tersebut tidak diimplementasikan, hal im juga berlaku dalam penerapan Peraturan
Daerah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada
Pemerintah Kabupaten Nunukan. Dalam pelaksanaan kebiyjakan tersebut untuk dapat
mencapai hasil seperti yang ditetapkan dalam tujuan perlu melakukan tindakan-
tindakan operasional.

Grindle (dalam Suwitri 2011,86) mengungkapkan bahwa keberhasilan

implementasi kebijakan publik ditentukan oleh 2 (dua) variabel pokok yaitu variabel
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konten dan varibel konteks, dalam penelitian in1 kedua variabel tersebut menjadi
indikator keberhasilan pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dan Sektor
Perkebunan Kelapa Sawit.

Adapun unsur yang dipilith dari vanabel konten adalah Kepentingan-
kepentingan yang dipengaruhi (7nterest Affected) dan unsur variabel konteks adalah

Kesadaran dan sifat responsif(Compliance and Responsiveness).

a. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi (Interest Affected)

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 tentang
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan ada
beberapa pihak yang kepentingannya dipengaruhi, yaitu;

1) Pemegang Saham (Stockholders)

Kepentingan Pemegang saham/Perusahan Perkebunan (stockholders) dalam
melaksanakan  Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penerimaan
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan, sangat kecil
sekali dan bukan kepentingan yang harus segera dilaksanakan karena peraturan ini
juga tidak memaksa, tidak mengikat dan bersifat sukarela artinya atas kemauan
sendirt.

Hasil dann wawancara beberapa informan dari pimmpinan perusahaan
perkebunan menyatakan bahwa mereka sangat ingin memberikan sumbangan dalam
hal ini Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan

namun ada beberapa pengharapan dari perusahaan perkebunan.
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a) Kepercayaan (trust)

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit
selama menjalankan usahanya baik permasalahan dengan masyarakat (eksternal)
maupun permasalahan manajemen perusahaan.

Kepercayaan perusahaan terhadap pemerintah dalam membantu menyelesaikan
permasalahan-permasalahan yang dihadapi terutama permasalahan sengketa lahan
dengan masyarakat ataupun kelompok masyarakat, peran pemerintah menjadi
Fasilitator ataupun mediator dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dalam
usaha perkebunan masih dirasakan kurang * sebagai mediator dengan masyarakat
itu (pemerintah) masih terasa sangat kurang dan terkadang-kadang kalau kita
terbentur masalah dengan masyarakat, pemerintah gak bisa jadi penengahnya” ini
yang diungkapkan oleh informan 5 pimpinan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Penyataan yang sama juga dilontarkan oleh informan 7, juga pimpinan
perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit “Harapan kami yang pertama supaya
diberikan kepastian hukum didalam menjalankan usaha”. Mereka menginginkan
kondusifitas usaha yang diciptakan oleh pemerintah, hal ini belum mereka rasakan.

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah juga masih belum
maksimal diberikan, mereka merasa masih banyak hamabatan-hambatan yang sifat
tidak prisinf menjadi kendala dalam pelayanan pemrintah terutama perijinan hal ini
diungkapkan oleh informan 7 “ Jangan menghambat dalam pengurusan ijin jangan
dipersulitkan”.

Dilihat dan MoU (Nota Kesefahaman Bersama) yang dibuat antara Perusahaan

Perkebunan Kelapa Sawit dan Pemerintah Kabupaten Nunukan pada Pasal 4 Tugas
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dan Tanggungjawab Pihak Kedua (Pemerintah Kabupaten Nunukan) adalah
memfasilitasi proses perizinan usaha perkebunan Kelapa Sawit dan menjadi mediator
penyelesaian permsalahan yang timbul dalam usaha perkebunan.

Melihat penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa tingkat kepercayaan
perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap Pemerintah Daerah masih rendah,
perusahaan perkebunan merasa bahwa kepentingan-kepentingan mereka belum dapat

diakomodir dan dibantu secara maksimal oleh Pemerintah Daerah.

b) Keterbukaan (Transparansi)

Keterbukaan dalam pengelolaan dana Sumbagan Pihak Ketiga belum terlihat,
setidaknya ini yang dirasakan oleh beberapa perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit
“Kalau menurut saya pak, itu transparansi tadi. Kalau dana itu  jelas
peruntukkannya, jelas penggunaannya ada laporan yang bisa disampaikan ke
perusahaan bahwa ini sumbangan bapak-bapak itu kita buat uwntuk ini (untuk
kesejahteraan rakyat) " ungkapan darn informan 5.

Keterbukaan juga juga diinginkan oleh oleh DPRD Kabupaten Nunukan
“Ketika ada SP3 itu tentunya masuk di APBD, yang penting tadi yang saya katakan
harus ada transparansi dan ketika masuk di APDB ini digunakan untuk pembiayaan
pembangunan .

Bentuk keterbukaan yang inginkan yang pertama adalah Pemerintah diharapkan
menyampaikan program-program peningkatan kesejahteraan rakyat kemudian
ditawarkan ke Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit untuk memberikan bantuan
pendanaan (Sumbangan Pihak Ketiga), hal im1 mudah dalam pengawasan dan
pertanggungjawabannya.

Bentuk keterbukaan kedua yang diinginkan adalah Pemerintah diminta agar
memberikan laporan secara berkala ataupun periodik penggunaan dana (Sumbangan

Pihak Ketiga) dan peruntukkannya kepada perusahaan yang memberikan sumbangan
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kepada Pemerintah Daerah dan juga laporan kepada DPRD Kabupaten Nunukan
bagian dari pengawasan.

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 tahun 2001 tentang
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan Pasal
3 ayat (4) mewajibkan Pemerintah Kabupaten Nunukan memberikan laporan secara
periodik setiap 3 (tiga) bulan dan dalam bentuk tertulis kepada DPRD Kabupaten
Nunukan.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa keterbukaan (transparansi)
penggunaan dana Sumbangan Pihak Ketiga belum dilaksanakan oleh pemerintah dan
keterbukaan 1ni sangat diperlukan karena merupakan pertanggungjwaban dan
pengawasan dan terkhusus untuk perusahaan adaiah bagian dar pencitraan

perusahaan dan ada nilai kepuasaan turut dalam pembangunan daerah.

¢) Tanggungjawab Moral

Tanggungjawab moral adalah merupakan kewajiban perusahaan perkebunan
secara moril, dimana perusahaan sudah mengambil hasil alam di wilayah Kabupaten
Nunukan seharusnya juga dapat memberikan dampak perubahan terhadap daerah
tersebut hal diungkapkan oleh informan 7 salah satu Pimpinan Perusahaan
Perkebunan Kelapa sawit “Perda ini (Perda Nomor 33 Tahun 2001) harus kita ikuti
berarti merupakan kewajiban kita (secara moral) untuk melaksanakan apa yang
sudah diputuskan oleh pemerintah, dilain pihak ya karena kita ini sudah berusaha
didaerah tersebut, tentu kita punya tanggungjawab moral untuk memberikan apa
yvang kita boleh berikan sumbangan kepada pemerintah sepanjang tidak melanggar
aturan’.

Pernyataan dari informan 7, merupakan kesadaran dar salah satu perusahaan
perkebunan kelapa sawit yang berusaha di Kabupaten Nunukan bahwa ada kewajiban
secara moril terhadap pembangunan di Kabupaten Nunukan. Namun tidak semua
Pimpinan Perusahan menyadari hal ini, hanya ada 3 (tiga) dari 18 (delapan belas)
Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (SK Bupatt Nunukan Nomor

:188.45/1158/X11/2014).
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Tanggungjawab Moral merupakan kewajiban secara Moril dari perusahaan
namun sifat kewajiban ini adalah kesadaran dan para pimpinan perusahaan.
Membangun kesadaran in1 perlu ada komunikasi antara Pemenntah dan Perusahaan
secara intens.

Perlu diketahui juga bahwa pembangunan perkebunan secara masif yang
dilakukan oleh perusahaan perkebunan Kelapa sawit sangat berdampak pada
kerusakan lingkungan, hilangnya plasma nuftah, berkurangnya satwa yang juga
merupakan mata pencanan masyarakat. Dan lebih parah lagi adalah kebakaran hutan
dan lahan menimbutkan bencana asap yang sangat mengganggu kesehatan.

Hal ini menjadi tanggungjawab darn perusahaan perkebunan Kelapa kelapa
sawit yang tidak dapat dielakkkan, alasan banyaknya pengeluaran vang sudah
dikeluarkan oleh perusahaan berupa pajak, dan pendanaan Corporate Social
Responsibility (CSR) menjadi tidak bia menjadi sebuah alasan untuk menolak
memberikan sumbangan kepada pemerintah karena dampak kerusakan lingkungan
yang dirasakan masyarakat sangat besar.

Dari uraian diatas aspek yang mendukung dalam penerapan sumbangan pihak
ketiga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, dilihat dari kepentingan
Pemegang saham/Perusahan Perkebunan (stockholders) adalah tanggung jawab moral
kepada pemerintah, Untung (dalam Mardikanto Totok 2014 :136), mengemukakan
bahwa manfaat Corporate Social Responsibility (CSR) bagi perusahaan salah
satunya adalah memperbaiki hubungan dengan regulator dan disampaikan oleh
Muljati (dalam Mardikanto Totok (2014 :136) manfaat CSR bagi perusahaan
diantaranya adalah mengembangkan kerjasama dengan pemangku kepentingan.

Sedangkan aspek yang menghambat adalah banyaknya kontribusi yang sudah
dikeluarkan oleh pemegang saham/perusahaan berupak pajak, pengeluaran dana CSR

selain itu juga kepercayaan (trust) terhadap pemerintah dalam penyelesaian sengketa
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antara perusahaan dengan masyarakat setempat belum maksimal, belum dapat
menciptakan rasa aman / kondusif dalam berinvestasi, masih adanya anggapan bahwa
pemerintah belum memberikan pelayanan yang maksimal serta keterbukaan

(Transparansi) dalam pengelolaan Keuangan Sumbangan Pihak Ketiga.

2) Pemerintah (Goverment)

Kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 Tahun 2601 adalah bagaimana
Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan mampu mendayagunakan semua potensi

sumberdaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Banyaknya kebutuhan pendanaan Pemerintah Daerah untuk membiayai
pembangunan mendorong pemerintah untuk giat menggali potensi-potensi daerah

untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Salah satu ruang lingkup keuangan daerah meliputi penerimaan daerah.
Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah , Pasal 285
ayat (1) Sumber pendapatan daerah terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Pendapatan Asli daerah (PAD) meliputi :
a. Pajak daerah merupakan konstribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar undang-undang,
dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluhan Dareah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Dalam
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pelaksanan pemungutan pajak daerah, masing-masing daerah haru mengatur

dengan perda tersendiri. Pajak yang diterima oleh daerah berbagi atas 2 (dua)

jenis yaitu :

1) Pajak provinsi yang terdiri atas :
a) Pajak Kendaraan Bermotor
b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
c¢) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
d) Pajak Air Permujaan dan
e) Pajak Pokok
2) Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri atas :
a) Paja Hotel
b) Pajak Restoran
¢) Pajak Hiburan
d) Pajak Reklame
e) Pajak Penerangan Jalan
f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
g) Pajak Parkir
h) Pajak Air Tanah
1) Pajak Sarang Burung Walet
j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan
k) Bea perolehan Hak atas Tanah dan Banhunan.
b. Retribus daerah : Retribusi daerah merupakan pengaturan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
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dan/atau deberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan pribadi atau
badan. Dalam pemungutannya, objek retribusi dibagi atas 3 (tiga) golongan
yaitu :
1) Retribusi jasa umum
2) Retribusi Jasa Usaha dan
3) Retribusi Perizinan Tertentu
c. Hasil pengelolaan hasil kekayaan daerah dipisahkan :
Sumber pendapatan daerah berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan diatur dan ditetapkan dengan perda tersebdin dengan menimbang
dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
d. Lain-lain PAD yang sah
Lain-lain PAD yang sah sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-
undangan dapat berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang
tidak dipisahkan, jasa giro, pendapat bunga, tuntutan ganti rugi keuntungan
selisth nilai tukar rupiah dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebgai
akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa daerah
2. Pendapatan Transfer dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah
selain PAD dan dana Perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-

lain pendapatan yang ditetapkan pemeritah.
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Sumber pendapatan sebagaimana yang dijelaskan di atas, terdapat ketentuan
mengenal sumber pendapatan yang merupakan Lain-Lain pendapatan daerah yang
sah. Adanya jenis pendapatan tersebut menjadikan daerah dapat menentukan
pendapatan lainnya melalui pengaturan perda tersendin yang disetujui oleh
pemerintah pusat dimana dalam hal ini diwakili oleh Kementrian Dalam Negn.
Sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah dapat dikategorikan sebagai Lain-Lain

Pendapatan Daerah yang Sah.

Semangat inilah yang dibawah untuk menggali potensi keuangan daerah
sebagaiman informan 1 nyatakan “ kita ini kan (pemerintah daerah) mencari potensi-
potensi dari PAD, salah satu yang ada sekarang ini SP3 dan selama itu tidak

dilarang oleh aturan”

Pembangunan yang dimaksud oleh pemerintah adalah berupa pembangunan
fisik yaitu sarana dan prasana untuk meningkatkan pelayanan publik dan
pembangunan non-fisik yaitu upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Keinginan pemerintah, seluruh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dapat

113

memberikan sumbangan kita maunya sih, kalau bisa  semua (Perusahan

Perkebunan)”, kata informan 1.

Aspek yang mendukung dalam penerapan kebijakan Penenimaan Sumbangan
Pihak ketiga menurut informan 3 adalah pemerintah telah memberikan iklim
investasi yang baik kepada perusahaan perkebunan, fasilitas pemerintah yang

dimanfaatkan termasuk jalan, pelabuhan dan sarana dan prasarana penunjang lain
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untuk kelangsungan usaha, sebagimana yang diutarakan oleh informan 3 “Karena
sebenarnya iklim investasi itu tidak bisa juga mereka yang menciptakan

(Perusahaan), ada juga peran pemerintah daerah disitu”.

Dari uraian diatas aspek yang mendukung dalam penerapan sumbangan pihak
ketiga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, dilihat dari kepentingan
Pemerintah (goverment) adalah pemerintah telah memberikan iklim investasi yang
baik kepada perusahaan dan juga memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana
umum sebagai penunjang dalam pengembangan usaha dan sebagai hambatan adalah
bahwa pemerintah mengakui belum optimal dalam memberikan pembinaan kepada

perusahaan.

3) Masyarakat Umum (General Public)

Kepentingan masyarakat umum (general public) dalam penerapan kebijakan
Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga adalah manfaat dari hasil pembangunan yang
dilakukan pemerintah dimana pembiayaan bersumber dari Sumbangan Pihak Ketiga.
Pratiwi (2012) dalam Mardikanto Totok (2014,134) mengemukakan bahwa CSR akan
lebih berdampak positif bagi masyarakat, ini akan sangat tergantung dar orientasi
dan kapasitas lembaga dan organisasi lain termasuk pemerintah. Artinya adalah peran

organisasi lain dalam hal ini pemerintah daerah sangat dibutuhkan.

Dari uraian diatas aspek yang mendukung dalam penerapan sumbangan pihak
ketiga kepada masyarakat adalah besarnya APBD kabupaten nunukan akan

berdampak pada pembangunan daerah dan asas manfaat yang diterima oleh
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masyarakat dari pembangunan fisik maupun non-fisik dan sebagai hambatan adalah
transparansi penggunaan dana sumbangan pthak ketiga belum maksimal dalam
bentuk pelaporan kepada Dewan Perwakilan Rakta daerah (DPRD) Kabupaten

Nunukan.

b. Kesadaran dan sifat responsit (Compliance and Responsiveness).
1) Pengetahuan Pelaksana
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI] atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 (sistem Pengendalian Intern)
yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
Perwakilan Kalimantan Timur Nomor: 33 B/LHP/XIX.SMD/V/2014, BPK RI
menemukan beberapa masalah sebagai berikut :

Penerimaan Hibah TA 2013 dari Pihak Ketiga Pada Pemerintah Kabupaten

Nunukan sebesar Rp. 1.022.428.283,00 belum didukung dengan Naskah

Kesepakatan Bersama (MoU).

Berdasarkan hal tersebut Bupati Nunukan menginstruksikan Kepala Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan bersama dengan Kepala DPPKAD
melakukan kesepakatan bersama dengan pihak ketiga dalam bentuk MoU sebagai
kepastian hak atas pendapatn hibah (swrat Bupati  Nunukan Nomor
700/456/TLHP Itkab-VII1'2014 tanggal perihal Tindak lanjut rekomendasi Hasil
Pemeriksaan BPK-RI).

Dari uraian atas pengetahuan pelaksana bertambah baik setelah adanya

pembinaan oleh BPK-RI, dan bertambahnya pengetahuan dan keterampilan pelaksana
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menjadi aspek pendukung dalam penerapan sumbangan pihak ketiga kepada
pemerintah.
2) Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana dalam penerapan sumbangan pihak ketiga sangat positif
dimana pelaksana selalu membertkan masukan kepada perusahaan perkebunan dan
tidak melakukan pemaksaaan dalam menjalankan Kebijakan sumbangan pihak ketiga
hal diungkapkan oleh informan 1 “Semua para pelaksana yang ada didaerah ini
sama-sama memberi masukan, memberi penjelasan menghimbau kepada semua
perusahaan-perusahaan sawit yang ada di nunukan ini supaya mau memberikan
Sumbangan”.

3) Komitmen Pelaksana

Pelaksana memiliki komitmen yang cukup baik dalam menjalankan kebijakan
sumbangan pihak ketiga sebagaiamana penyampaian dari beberapa informan yang
menyatakan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan sumbangan pihak ketiga
sebagaimana penyampaian informan | “Pihak ketiga ini menvetor dananya langsung
ke kas daerah,.Bagaimana mau disalahgunakan, keluarnya nanti berupa anggaran
APBD.” Dan adanya proses audit yang dilakukan baik secara audit internal maupun
eksternal ** Sepanjang hasil audit itu tidak menyebutkan kepada penyimpangan, kita

tidak bisa berkesimpulan seperti itu”

Dari hasil wawancara diatas dan hasil lapangan belum ada penyimpangan
yang dilakukan oleh pelaksana, dapat dikatakan bahwa komitmen pelaksana dalam
menjalankan pemerintahan yang bersith sudah berjalan dengan baik hal ini terkait

dengan sistem keuangan yang sudah terbangun dan memanfatkan lembaga keuangan
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dengan maksimal dalam transaksi keuangan sehingga kecil kemungkinan

penyalahgunaan keuangan oleh pelaksana.

2. Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk
meningkatkan sumbangan pihak ketiga.

Pemerintah Kabupaten Nunukan telah melakukan pendekatan-pendekatan
terhadap perusahanan melalui pertemua-pertemuan yang dilakukan oleh Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan sebagaimana penyampaian dari
informan di bawah ini * Dinas Kehutanan dan perkebunan sudah melakukan

pendekatan-pendckatan dengan mengadakan pertemuan’

Namun berdasarkan penyampaian Informan 3 untuk meningkatkan Penerimaan
sumbangan pihak ketiga masih perlu sebatas rencana yang akan dilakukan oleh Dinas
Pendapatan Kabupaten Nunukan sebagimana penyampaianya “7Tahun ini akan kita
gagas semacam  sosialisasi, mendikusikan  dasar  hukumnya,  bagaimana
penganggarannya, bagaimana pengelolaannya, bagaimana pertanggungjawabannya
itu nanti akan difasilitasi oleh bina keuangan daerah dan kementerian dalam negeri

dalam waktu dekat”.

Langkah strategis untuk meningkatkan Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga
adalah dimulai dari Pejabat Bupati yang melalui kekuasan yang dimiliki melakukan
langkah-langkah pendekatan kepada para pimpinan perusahaan Perkebunan Kelapa
Sawit dengan menawarkan konsep-konsep nyata dalam bentuk program dan kegiatan
prorakyat dengan skema pembiayaan melalui Sumbangan Pihak Ketiga Perusahaan

Perkebunan.
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Sebagaimana yang disampaikan informan 4 “Bupati langsung mengundang
seluruh  pimpinan-pimpinan perusahaan dan kemudian memaparkan tentang
program-program kedepan kabupaten nunukan. Dan kemudian beliau juga harus

memaparkan keterbatasan daripada dana yang ada™.

Pemerintah perlu membangun kepercayaan dengan memberikan keyakinan
kepada Perusahaan, peran kepala daerah dalam hal ini Bupati Nunukan sangat
diperlukan dalam memberikan penjelasaan-penjelasan kepada Pimpinan perusahaan
Kelapa sawit yang berusaha di Kabupaten Nunukan bahwa Pemenntah Kabupaten

Nunukan sangat membutuhkan Pendanaan untuk pembangunan daerah.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42922 pdf
116

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 Tahun 2001 Tentang
Penerimaan Sumbangan Pihak Kepada Pemerintah KabupatenNunukan telah
dijalankan berdasarkan informasi dan data yang ada pelaksanaannya sudah semenjak
tahun 2009 sampai dengan 2016. Berdasarakan data 3 (tiga) tahun terakhir yaitu
tahun 2013 sampai dengan 2015 jumlah pendapatan yang diterima mengalami
penurunan dan juga jumlah perusahaan Kelapa Sawit yang memberikan sumbangan
tidak signifikan dibandingkan pertambahan jumlah Perusahaahn yang beroperasi di
Kabupaten Nunukan.

Dari  hasil identifikasi masalah di lapangan terdapat beberapa
permasalahan dan dirumuskan dalam rumusan masalah pada Bab I selanjutnya
dilakukan penelitian, dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai
berikut.

1. Implementasi Kebijakan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dari
Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan

a. Dasar hukum
Dasar hukum Sumbangan Pihak Ketiga sangat jelas yaitu PERDA Nomor 33
Tahun 2001 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah
Kabupaten Nunukan, adanya Surat edaran Menteri dalam Negeri Nomor

188.35/17/Sj tahun 2010 Tentang Penataan Peraturan Daerah dan Retribusi
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Daerah yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di
selurub Indonesia lebih kepada melarang pungutan yang bersifat paksaan dan
menetapkan besarnya Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang pada
hakikatnya sama dengan pajak daerah.

b. Bentuk Sumbangan
Bentuk Sumbangan Pihak Ketiga yang ditertma Pemerintah Kabupaten
Nunukan berupa penerimaan Hibah dar1 Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit
yang beroperasi di Nunukan yang sifatnya tidak mengikat, dalam perolehannya
Pemerintah melakukan kesepakatan bersama dengan Pihak Ketiga dalam
bentuk MoU sebagai kepastian hak atas pendapatan hibah.

c. Ketentuan Pengelolaan
Proses pemberian sumbangan berupa uang yang dilakukan oleh perusahaan
dengan cara langsung melakukan setoran/transaksi ke rekening Kas Daerah
nomor rekening 0091300010d pada Bank Kaltim Cabang Nunukan dan
peruntukan dana sumbangan pihak ketiga untuk pembangunan daerah.
Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak
belum pernah diberikan oleh perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit.

d. Pelaporan
Pelaporan tertulis yang wajib disampaikan oleh Pemerintah kabupaten Nunukan
kepada DPRD Kabupaten Nunukan sebagai bentuk pengawasan belum secara

periodik setiap (tiga) bulan.
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2.  Aspek-aspek yang mendukung dan yang menghambat keberhasilan
pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga
1. Aspek-aspek yang mendukung

1) Rasa tanggungjawab moral perusahaan terhadap daerah dimana perusahaan
merasa ikut dalam pembangunan daerah dengan harapan Pemerintah Kabupaten
Nunukan berperan aktif dalam penyelesalan-penyelesaian permasalahan
perusahaan terutama dengan masyarakat.

2) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digalakkan oleh Pemerintah
Kabupaten Nunukan dengan cara menggali potensi-potensi sumber penerimaan
daerah.

3) Pengetahuan, sikap dan komitmen pelaksana yang diberikan tanggungjawab
oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam menjalankan kebijakan
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga cukup baik.

4) Adanya kepentingan perusahaan dalam proses perizinan dan iklim investasi
yang kondusif.

5) Tersedianya Sarana dan Prasarana umum yang dibangun oleh Pemerintah
sebagai penunjang pengembangan usaha.

6) Dengan adanya Sumbangan Pihak Ketiga dani perusahaan perkebunan Kelapa
Sawit tentunya akan meningkatkan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah

(APBD) Kabupaten Nunukan dan berdampak pada pembangunan daerah.
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2. Aspek-aspek yang menghambat

1) Belum optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Nunukan berupa pemberian pemahaman terkait dengan Sumbangan Pihak
Ketiga kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang ada di Nunukan.

2) Koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga di Pemeritah Kabupaten Nunukan belum
berjalan dengan baik.

3) Peran aktif pemerintah dalam penyelesaian-penyelesaian permasalahan-
permasalahan perusahaan kbususnya sengketa dengan masyarakat setempat
masih dirasa belum maksimal oleh perusahaan perkebunan Kelapa Sawit.

4) Bentuk pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam hal
pengurusan administrasi kelengkapan perizinan perusahaan Perkebunan Kelapa
sawit masih dirasa kurang maksimal.

5) Transparansi penggunaan dana Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk
pelaporan ke Perusahaan perkebunan Kelapa Sawit dan ke masyarakat yang
diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih belum maksimal.

6) Banyaknya kontribusi yang sudah dikeluarkan oleh Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit berupa pajak dan retribusi wajib, dana Corporate Social
Responsibility (CSR) yang langsung di kelola perusahaan ke masyarakat dan
bentuk sumbangan-sumbangan lainnya.

7) Kondisi keuangan sebagian perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang masih
belum membaik dikarenakan perusahaan tersebut dalam tahap pembangunan

kebun.
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3. Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk
meningkatkan sumbangan Pihak Ketiga

a. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan telah melakukan
pendekatan-pendekatan dengan Perusahaan Perkebunan. Melalui pertemuan-
pertemuan dengan agenda pembahasan MoU.

b. Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan merencanakan melakukan Sosialisasi
kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan Perusahaan lainnya yang
berusaha di Kabupaten Nunukan terkait dasar hukum Sumbangan Pihak Ketiga

dengan menghadirkan Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri

B. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan di lapangan, peneliti memberikan
saran sebagai berikut :

1. Perlunya intervensi Pejabat Bupati Secara langsung dengan menawarkan konsep
program dan kegiatan pro-rakyat dengan skema pembiayaan/pendanaan dari
Sumbangan Pihak Ketiga Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit.

2. Pemerintah Kabupaten Nunukan secepatnya melakukan revisi dengan
menambahkan beberapa konten (isi) kebijakan menyesuaikan dengan Undang-

Undang 23 Tahun 2014.

LI

Pemernintah Kabupaten Nunukan secepatnya mengadakan sosialisasi terkait
dasar hukum Sumbangan Pihak ketiga kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa

Sawit yang berusaha di Kabupaten Nunukan.
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4. Pemerintah Kabupaten Nunukan harus proaktif melakukan pendekatan kepada
Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dalam bentuk berperan aktif dalam
penyelesaian permasalahan perusahaan dengan masyarakat dan juga memberikan
pelayanan yang maksimal dalam pengurusan perizinan dan administrasi lainya.

5. Penghargaan atau reward harus di berikan Pemerintah Kabupaten Nunukan
kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang telah memberikan
sumbangan.

6. Peran aktif Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten
Nunukan yang terkait dalam memberikan pemahaman dan himbauan agar
perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang berusaha di Nunukan dapat
memberikan sumbangan Pihak Ketiga.

7. Pemerintah Kabupaten Nunukan Perlu membentuk tim khusus/kerja
beranggotakan SKPD terkait yang bertugas memberikan pemahaman kepada
Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan mengelola sumbagan pihak ketiga.

8. Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu mempublikasikan ke media masa
perusahaan-perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang memberikan sumbangan

pihak ketiga dan penggunaannya serta nilai nominal yang diterima.
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LAMPIRAN 1
KRITERIA INFORMAN
JUMLAH
NO. INSI«[‘J g:{m?‘s[ INFORMAN KRITERIA INFORMAN
(ORANG)
,Asisten II Bidang Ekonomi dan
2
Pemerintah Pembangpnan, Kepala DP2KAD,
1. 3 Kepala Dinas Kehutanan dan
Kabupaten Nunukan
Perkebunan ,
, DPRD Kabupaten 1 Iézlrlnallfl ;L/b:lilangar I:]rekonomlan dan
- Nunukan & &8
Perusahaan Pimpinan Perusahaan
3. Perkebunan Kelapa 6 Humas Perusahaan
Sawit di Nunukan
Jumlah 10
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Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian

i . Sumber
No Permasalahan Fenomena Gejala Data Data Instrumen
1. Bagaimana Implementasi 1 Kebijakan Penerimaan | 1.1.Bentuk Sumbangan Primer Responden Kuiseoner
Kebijakan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga T~
Sumbangan Pihak Ketiga dari (Perda 33 Tahun 2001) Wawancara
Sektor Perkebunan Kelapa Sawit
di Kab.Nunukan Sekunder Dokumen Pedoman Review
1.2 Kaitan dengan Primer Responden Kuseoner
Kewajiban
atod Pedoman
Wawancara
Sekunder Dokumen Pedoman Review
1.3 Berita Acara Primer Responden Kuiseoner
Penerimaan
Pedoman
| Wawancara
L Sckunder Dokumen Pedoman Review
1.4. Pengelolaan Primer Responden Kutseoner
Pedoman
Wawancara
Sekunder Dokumen Pedoman Review
1.5.Sumbangan berupa Primer Responden Kuiseoner
Uang
Pedoman
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I_ T Wawancara
Sekunder Dokumen Pedoman Review
1.6. Sumbangan Berupa Primer Responden Kuiseoner
T n
barang b‘erge ak da DPe—
barang tidak bergerak Wawancara
Sekunder Dokumen Pedoman Review
1.7.Pembebanan kewajiban | Prumer Responden Kuiseoner
rak dan tidak L
barang bergerak dan tida Sedoman
bergerak Wawancara
Sekunder Dokumen Pedoman Review
1.8 Pelaporan Primer Responden Kuiseoner
Pedoman
Wawancara
Sekunder Dokumen Pedoman Review
3 Kepentingan— 1.1 Pemegang  Saham | Primer Responden Kuiseoner
. (Stockholders)
kepentingan yang : Pedoman
mempengaruhl Wawancara
(Interest Affected)
k Sekunder Dokumen Pedoman Review
1 2. Pemerintah Primer Responden Kuiseoner
(Goverment)
’ Pedoman
Wawancara
Sckunder Dokumen Pedoman Review
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1.3.Masyarakat Umum Primer Responden Kuwseoner
(General Public) ﬁ e
Wawancara
Sekunder Dokumen Pedoman Review
1.3. Tingkat Kepatuhan 1.1.Pengetahuan Pelaksana | Primer Responden Kuisconer
dan adanya Respo.n dari e
pelaksana (Compliance Wawancara
and Responsiveness)
Sekunder Dokumen Pedoman Review
1.2. Sikap Pelaksana Primer Responden Kuisconer
Pedoman
Wawancara
Sekunder Dokumen Pedoman Review
1.3 Komitmen Pelaksana Primer Responden Kuiseoner
Pedoman
Wawancara
Sekunder Dokumen Pedoman Review
2. | Aspek-aspek apa saja yang 1. Kepentingan- 1.} Pemegang Saham | Primer Resporden Kuiseoner
mendukung dan yang . kepentingan yang (Stockholders) Sekunder e
mengahambat keberhasilan . mempengaruhi Wawancara
pelakasanaan Sumbangan Pihak (Interest Affected)
Ketiga dari sektor perkebunan Dokumen Pedoman Review
Kelapa Sawit di ka.Nunukan _
P 1.2. Pemerintah Pnmer Responden Kuwseoner
(Goverment) -
Pedoman
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T Wawancara
Sekunder Dokumen Pedoman Review
1.3 Masyarakat Umum Primer Responden Kuiseoner
reneral Public
(G eral ) Pedoman
Wawancara
Sekunder Dokumen Pedoman Review
1.3. Tingkat Kepatuhan 1.1 Pengetahuan Pelaksana | Primer Responden Kuiseoner
n adanya Respon dari
dan ada y P , Pedoman
pelaksana (Compliance Wawancara
and Responsiveness)
Sekunder Dokumen Pedoman Review
1.2. Sikap Pelaksana Primer Responden Kuiseoner
Pedoman
Wawancara
Sekunder Dokumen Pedoman Review
1.3 Komitmen Pelaksana Primer Responden Kuiseoner
i Pedoman
Wawancara
l Sekunder Dokumen Pedoman Review
3. Upaya-upaya apa saja yang sudah | 1. Kepentingan- 1.2. Pemerintah Primer Responden Kuiseoner
dilakukan Pemerintah Daerah kepentingan yang (Goverment) -
Kabupaten Nunukan untuk hi oman
meningkatkan sumbangan pihak mempengaruhi Wawancara
i Interest Affected L
ketiga ( ﬂ ) Sekunder Dokumen Pedoman Review
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1.3. Tingkat Kepatuhan 1.1 Pengetahuan Pelaksana | Primer Responden Kuiseoner
a Respon dari
dan adany p . Pedoman
pelaksana (Compliance Wawarncara
and Responsiveness)
Sekunder Dokumen Pedoman Review
1.2. Sikap Pelaksana Primer Responden Kuiseoner
Pedoman
Wawancara
Sekunder Dokumen Pedoman Review
1.3 Komitmen Pelaksana Primer Responden Kuiseoner
Pedoman
Wawancara
Sekunder Dokumen Pedoman Review
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Lampiran 2.

PEDOMAN WAWANCARA

NO.

FENOMENA

GEJALA

PERTANYAAN

Kebijakan Penerimaan
Sumbangan Pihak
Ketiga (Perda 33
Tahun 2001)

Bentuk Sumbangan , Kaitan
dengan Kewajiban, Berita
acara Penenimaan,
Pengelolaan, Sumbangan
berupa Uang, sumbangan
berupa barang bergerak, dan
barang tidak
bergerak,pelaporan.

Apa yang menjadi dasar hukum sumbangan pihak ketiga kepada
pemerintah?

Apakah setuju adanya sumbangan pihak ketiga kepada daerah?
Apakah sumbangan yang diberikan oleh perusahaan sudah sesuai
dengan ketentuan PERDA 33 tahun 2001

Hambatan atau kendala apa saja ditemui dalam pelaksanaan Perda
33 tahun 2001?

Bentuk sumbangan apa saja yang diberikan perusahaan kepada
pemerintah?

Selain sumbangan yang sifatnya tidak mengikat (sumbangan pihak
ketiga) yang perusahaan berikan kepada pemerintah, apa saja yang
menjadi  kontribusi  wajib  perusahan kepada pemerintah
(pajak/kontibusi lain) ?

Untuk sumbangan yang didapatkan dari perusahaan bagaimana
sistem pertanggungjawabannya/ mekanismenya dan pengelolaanya,
apakah sama dengan pendapatan  pemerintah yang lain?(
penjelasan)

Dilihat dari jumlah yang perusahaan kelapa sawit yang berusaha
dikabupaten Nunukan yang memberikan sumbangan masih sedikit,
apa yang menjadi kendala dan hambatannya?

Apa upaya dari pemerintah untuk meningkatkan sumbangan pihak
ketiga baik dari jumlah perusahaan yang memberikan sumbangan
maupun besaran sumbangan ?
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2. Kepentingan-
kepentingan yang
mempengaruvhi (/nterest

Affected)

Pemegang Saham
(Stockholders), Pemerintah
(Goverment), Masyarakat
umum (General Public),

(FS]

Apa yang menjadi alasan perusahan memberikan sumbangan
kepada pemerintah?

Apa yang menjadi harapan dari perusahaan kepada pemerintah
terkait dengan sumbangan yang diberikan?

Sumbangan pihak ketiga dari perusahaan kelapa sawit apakah
merupakan CSR (Corporate Social Responsibility) ?

Manfaat apa yang didapat oleh masyarakat umum dengan adanya
sumbangan pihak ketiga ini?

3. Tingkat Kepatuhan dan
adanya respon dari
pelaksana (Compliance
and Responsiveness).

Pengetahuan pelaksana, sikap
pelaksana, komitmen, perilaku
dan dukungan pelaksana.

Penerimaan sumbangan pihak ketiga apakah tidak melanggar
peraturan yang lebih tinggi (surat edaran Menteri Dalam Negeri
nomor 188.34/17/SJ tahun 2010 perihal penataan peraturan daerah
tentang pajak daerah dan retribusi daerah)?

Bagaimana sikap dan komitmen pejabat yang diberikan tugas
dalam pelaksanaan perda 33 tahun 2001?

Selama ini apakah ada penyimpangan yang terjadi dalam
pemberian sumbangan pihak ketiga dari perusahaan?

Dengan adanya Perda 33 tahun2001 tentang penerimaaan
sumbangan pihak ketiga dari perusahaan kelapa sawit, apakah
semua stakeholder mendukung?

Apakah perlu pemberian reward dari pemerintah kepada
perusahaan yang telah memberikan sumbangan?
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Lampiran 3
PEDOMAN OBSERVASI
INFORMASI YANG INGIN
NO. KOMPONEN DIKETAHUI KETERANGAN
1 Sarana dan Prasarana Perusahaan Sejauh mana sarana dan prasarana - Jalan, Perkantoran, Pabrik (jika ada)

perusahan yang dimiliki

Kawasantempattinggal/rumahpeker

Kondisifisik,

Rumah, perumahan

2. baikrurnahataupunkawasanperumahanpeke
3 1ja
. Ceniatan kemasvarakatan Bagaimana kegiatan perusahaan - fl?eg(l;)erdayaan ke masyarakat (fisik,non
' & Y dimasyarakt 181X).
-
- Kondisi tanaman kelapa sawit
4. Kondisi kebun perusahaan Melihatkondisi tanaman kelapa sawit perusahaan.
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PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS RESPONDEN

1.
2.
3.

Nama
Pekerjaan/Jabatan
Instansi/Lembaga

B. DAFTAR PERTANYAAN

1.

A

10.
1.
12.
13.

Apa yang menjadi dasar hukum sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah?

Apakah setuju adanya sumbangan pihak ketiga kepada daerah?

Apakah sumbangan yang diberikan oleh perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan PERDA 33 tahun 2001

Hambatan atau kendala apa saja ditemui dalam pelaksanaan Perda 33 tahun 20017

Bentuk sumbangan apa saja yang diberikan perusahaan kepada pemerintah?

Selain sumbangan yang sifatnya tidak mengikat (sumbangan pihak ketiga) yang perusahaan berikan kepada pemerintah, apa saja
yang menjadi kontribusi wajib perusahan kepada pemerintah (pajak/kontibusi lain) ?

Untuk sumbangan yang didapatkan dari perusahaan bagaimana sistem pertanggungjawabannya/ mekanismenya dan
pengelolaanya, apakah sama dengan pendapatan pemerintah yang lain?( penjelasan)

Dilihat dari jumlah yang perusahaan kelapa sawit yang berusaha dikabupaten Nunukan yang memberikan sumbangan masih
sedikit, apa yang menjadi kendala dan hambatannya?

Apaupaya dari pemerintah untuk meningkatkan sumbangan pihak ketiga baik dari jumlah perusahaan yang
memberikansumbangan maupun besaran sumbangan

Apa yang menjadi alasan perusahan memberikan sumbangan kepada pemerintah?

Apa yang menjadi harapan dari perusahaan kepada pemerintah terkait dengan sumbangan yang diberikan?

Sumbangan pihak ketiga dar perusahaan kelapa sawit apakah merupakan CSR (Corporate Social Responsibility) ?

Manfaat apa yang didapat oleh masyarakat umum dengan adanya sumbangan pihak ketiga ini?
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14
15.
16.
17.

18.

Penerimaan sumbangan pihak ketiga apakah tidak melanggar peraturan yang lebih tinggi (surat edaran Menteri Dalam Negeri
nomor 188.34/17/SJ tahun 2010 perihal penataan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah)?

Bagaimana sikap dan komitmen pejabat yang diberikan tugas dalam pelaksanaan perda 33 tahun 20017

Selama ini apakah ada penyimpangan yang terjadi dalam pemberian sumbangan pihak ketiga dari perusahaan?

Dengan adanya Perda 33 tahun2001 tentang penerimaaan sumbangan pihak ketiga dan perusahaan kelapa sawit, apakah semua
stakeholder mendukung?

Apakah perlu pemberian reward dari pemerintah kepada perusahaan yang telah memberikan sumbangan?
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INFORMAN 1

Terkait SP3 ini pak, bahwa pemerintah sepakat setuju bahwa sumbangan pihak
ketiga memang harus diminta ke perusahaan pak, khusus perkebunan kelapa sawit,
karena beberapa informasi yang saya dapat bahwa kontribusi untuk daerah itu
kalau pajak-pajak resmi bagi hasil dengan pusat. Untuk langsung ke daerah itulah
SP3 wujudnya dan itu tidak mengikat. Bapak setuju dengan itu?

Setuju, jadi begini kita in1 kan mencari potensi-potensi dari PAD salah satu yang
ada sekarang ini SP3 dan selama itu tidak dilarang oleh aturan, tadi ini merupakan
potensi untuk mendapatkan penghasilan bagi daerah , kenapa tidak. Perusahaan
juga tidak keberatan, ini kan karena sifatnya tidak mengikat jadi tidak keberatan
perusahaan. Kita ambil terus kita buat MOU dengan pihak ketiga.

Kegunaannya pak, artinya dengan adanya PAD ini terus peruntukkannya untuk
apa?

Ini kan setelah mereka setor sumbangan in1 masuk ke kas daerah. Kas daerah ya
digunakan untuk pembangunan, artinya gak khusus itu juga termasuk juga kembali
untuk masyarakat sebagian. Tapi kan tidak diatur begitu, memang masuk ke PAD
daerah, ya kita gunakan pembangunan daerah.

Kalau kita lihat pak dari sekian jumlah perusahaan perkebunan, itu baru 3 yang
memberikan sumbangan. Ada tidak upaya dari pemerintah, bagaimana
memaksimalkan?

Ya kita maunya sih, kalau bisa maunya semua. Itu bisa semua perkebunan yang
ada di nunukan ini bisa memberikan kontribusi melalui SP3 tetapi faktanya baru 3,
yang lain belum tergerak. Nah kita tetap menghimbau agar mereka maulah, karena
mereka berusaha disini, apa salahnya nyumbang untuk pembangunan daerah disini.
Selama mi pak, ada tidak penyimpangan? Karena kan kita mendengar beberapa isu
bahwa ada penyalahgunaan sumbangan. Ada tidak penyimpangan-penyimpangan?
Mereka ini, pihak ketiga ini menyetor dananya langsung ke kas daerah. Kas daerah
itu masuk ke rekening pemerintah daerah. Bagaimana mau disalahgunakan,
keluarnya nanti berupa anggaran APBD, gak bisa disalahgunakan bagaimana
caranya? Gak ada.

Dengan adanya SP3 ini, manfaat di masyarakat itu apa sth pak?
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Masyarakat in1 sifatnya masih umum, memang tidak kembali khusus artinya dari
perkebunan kembah ke perkebunan, bukan begitu. Ini sifatnya umum, sekarang
kita sudah membangun nunukan ini, salah satu sumber dananya dari sumbangan
pihak ketiga, nah ini sudah dirasakan masyarakat secara umum, memang tidak
spesifik tetapi sudah.

Kalau kita melihat ini pak, artinya perusahaan ini dengan memberikan sumbangan
apa yang dia dapat dari pemerintah. Artinya apa yang diberikan pemerintah kepada
perusahaan itu?

Sumbangan ini, SP3 ini berbeda dengan retribusi. Kalo retribusi itu mereka
membayar. Pemerintah memberikan imbal baliknya untuk perusahaan berupa
fasilitas, dsb. Ini kan sumbangan tidak mengikat, tetap pemerintah bantu
kelancaran supaya kondusif situasi supaya mereka berusaha nyaman supaya
mereka bisa untung itu kan sudah bantuan pemerintah.

Perlu tidak satu reward diberikan kepada perusahaan yang penyumbang-
penyumbang ni pak?

Perlu, berupa sertifikat.

Apa saran dan masukan bapak sebagai Asisten 11? Apakah harus dan dinas terkait
itu gencar melakukan pendekatan yang lebih intensif untuk memaksimalkan ini
pak?

Kita semua sama-sama ya, kita semua para pelaksana yang ada didaerah ini semua
sama-sama memberi masukan, memberi penjelasan menghimbau kepada semua
perusahaan-perusahaan sawit yang ada di nunukan ini supaya mau memberikan.
Tidak hanya 3 saja, jadi bisa semua perusahaan. Masalah SKPD yang membidangi
itu, ite sudah jelas memang bagian dar tupoksinya tetapi semua saja kita memang
perlu memberikan penjelasan supaya mereka itu tergerak membantu kita
membangun daerah apalagi kita ini kan sekarang anggaran sedang turun. Nah lebih
mengharapkan lagi bantuan dari pihak ketiga .

Perlu tidak membentuk satu tim atau kelompok kerja untuk memaksimalkan ini

pak? Dengan dinas terkait, dengan koordinator sebagai Ass. II.

Ada pemikiran seperti itu, cuma belum kita tindaklanjuti. Mungkin kita kaji
dululah.
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INFORMAN 2

Apakah bapak setuju sumbangan pihak ketiga kepada daerah?

Setuju

Kalau setuju, ini kan ada persoalan pak. Artinya dari sekian jumlah perusahaan
perkebunan itu hanya 3 yang memberikan sumbangan. Apa kendalanya pak,
menurut bapak?

Kendalanya, bahwa selama ini cuma 3 yang memberikan sumbangsth. Pertama,
mungkin dikarenakan perusahaan i masih dalam keadaan menyusun keuangan
mereka. Kedua, perusahaan ini baru berjalan. Ketiga, bahwa mungkin mereka
masih dirugikan oleh sumbangan pihak ketiga ini. Kalau ketiga perusahaan ini
sudah berjalan sudah cukup bagus karena bisa memberikan nilai tambah sehingga
mereka mau meberikan sumbangan pihak ketiga itu khususnya di pemerintah

daerah

Upaya apa yang dilakukan agar perusahaan yang lain itu mau, menurut bapak?

Semestinya perlu pendekatan kepada perusahaan-perusahaan, mereka ini kan
sebetulnya berusaha di pemerintah daerah diwilayah kita. Mohonlah bantuannya
kepada pemerintah daerah untuk memberikan sumbangsihnya, keuntungan mereka
kepada pemerintah daerah dalam rangka membangun diwilayahnya. Kedua, bahwa
kita harus bisa memberikan pemahaman kepada perusahaan-perusahaan agar
mereka itu maulah memberikan uangnya atau keuntungan-keuntungannya untuk
membangun kepentingan dia juga yang dibangun.

Menurut bapak strategi apa untuk meningkatkan sumbangan ini, strategi dar
pemerintah, apakah membuat satu tim ataupun mengumpulkan seluruhnya itu
dikoordinir oleh bagian Ass 11, atau apa perlu diambil alih oleh bupati untuk hal
itu?

Sepertinya, masalah sumbangan pihak ketiga ini adalah tanggungjawab bupati,
memberikan penjelasan kepada perusahaan-perusahaan melalui tim SKPD yang
ada kaitannya dengan perusahaan yang ada di kabupaten nunukan. Untuk

memberikan keuntungannya itu kepada pemerintah, alasannya karena anggaran

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42922 pdf

kita in1 kan sangat terbatas saat ini, berarti kita butuhkan juga sumbangan pihak
ketiga ini dalam rangka untuk membangun di kabupaten ini. Jadi kita perfu berikan
reward juga.

Dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk sertifikat atau kemudahan-kemudahan
yang lain?

Pertama, itu adalah satu sertifikat diberikan kepada perusahaan itu. Diberikan pada
saat ada acara besar-besaran. Misalkan hari ulang tahun kabupaten nunukan,
misalkan ada kunjungan pak gubernur atau menteri datang pada saat itu kita
berikan rewardnya. Bahwa inilah perusahaan yang pernah memberikan suatu
sumbangsih sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah setempat untuk
membangun kabupaten nunukan.

Selama ini ada tidak penyimpangan dari vang itu pak?

Saya kira ya, Dinas Kehutanan sendiri tidak pernah pegang vya, tapi itu kan di
Pemda. Dan begitu pihak ketiga menyerahkan kepada Pemda. Pemda kan
menggunakan sesuai pertanggungjawabannya, digunakan untuk pembangunan.
Saya kira begitu.

Saran menurut bapak untuk sumbangan ini, apa saran untuk pemerintah ataupun

perusahaan?

Pertama, pemenntah harus bisa membenkan perhatian kepada perusahaan karena
mereka itu menanamkan investasi di kabupaten. Kedua, pemerintah harus juga bisa
memberikan satu penilaian reward atau punisment pada perusahaan. Perusahaan
juga harus mengikuti aturan, ketentuan relegusai yang dikeluarkan oleh pemerintah
daerah setempat. Kedua, perusahaan juga harus ikut memberikan sumbangsihnya
kepada masyarakat sekitar terutama CSR nya. CSR nya ini harus diatur
keuntungan sekian persen diberikan kepada masyarakat sekitar. Agar CSR itu bisa
membangun daerah sekitar itu, terutama sifatnya membangun fisik, mental dsb.
Akhirnya perusahaan itu nanti akan mendapat penghargaan khususnya dari

masyarakat yang tinggal disekitar itu.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42922 pdf

INFORMAN 3

Jadi dasar sumbangan pihak ketiga ini kan kita tahu bahwa Perda Nomor 33, dari
pihak pemerintah setuju tidak adanya sumbangan pihak ketiga ini. Karena beberapa
masyarakat 1tu ada yang mengkomplain ada yang merasa bahwa itu tidak sesuai
dengan peraturan, menurut kepala bidang pendapatan setuju tidak?

Sumbangan pihak ketiga ini kan masih menjadi polemik dikalangan pengusaha,
tetapt sebenarnya dasar hukumnya jelas, Peraturan Pemerintahnya ada,
Permendagrinya ada terus dituangkan dalam Peraturan Daerah. Sumbangan pihak
ketiga adalah sumbangan sukarela yang diberikan oleh orang atau badan dalam hal
in1 mungkin dalam konteks ini adalah perusahaan yang berada di kabupaten
nunukan. Nah kenapa sumbangan pihak ketiga ini sah? Jadi begini semangatnya,
mereka itu kan berinvestasi, kalau ke dalam daerah secara yang saling mengikatnya
adalah dalam bentuk perizinan, kemudian ke dalam daerah sendiri kontribusinya
adalah dana bagi hasil yang sudah mereka kelola melalui pemerintah pusat. Lalu
kenapa muncul sumbangan pihak ketiga, karena kewajiban kepada masyarakat itu
sudah diwujudkan dalam bentuk CSR, maka kalau mereka itu mendapatkan manfaat
dari pelaksanaan kegiatan didaerah maka itulah sumbangan pihak ketiga itu secara
sukarela sebagai bentuk “terima kasih” mereka bahwa ada peran pemerintah daerah
disitu yang sebenarnya mereka nikmati dalam rangka menjalankan investasinya. Itu
bagi mereka yang berkenan, jadi sebenarnya legal standingnya adalah prinsipnya
sukarela tidak memaksa. Memang beberapa di pelaksanaan yang ada sekarang itu
adalah di tata caranya, misalnya ternyata MOU yang sudah dibuat itu sudah
menyebutkan targetnya, itu sebenarnya tidak diperkenankan karena sukarela itu
misalnya saya mau menyumbang 10 ternyata terealisasi hanya 2, tidak menjadi
masalah karena namanya sukareala dan tidak harus uang juga dalam bentuk barang
juga boleh tapi konteksnya adalah sumbangan pihak ketiga im tidak ditargetkan
tetapi realisasinya harus dicatatatkan dalam pendapatan daerah.

Menurut bapak hambatan dan kendala untuk pelaksanaan ini, karena kita lihat
khusus untuk perusahaan kelapa sawit, dari 20 perusahaan hanya 3 yang
memberikan sumbangan?

Yang pertama dani sisi pemerintah daerah sendiri secara optimal belum melakukakan

upaya, baik itu sosialisasi, pemahaman, pembinaan terhadap pelaksanaan sumbangan
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pthak ketiga sehingga terkesan bahwa pemerintah sendiri masih “wait and see” tidak
dalam konteks menjemput bola karena memang ini kan prinsipnya sukarela tapi
sebenarnya celah itu dimungkinkan kalau pemerintah mau berperan memberikan
pemahaman. Yang kedua dan sisi pelaku usaha sendiri, semacam ikatan secara moril
bahwa mereka yang berusaha di satu wilayah misalnya kabupaten tentu mereka
punya tanggungjawab untuk berkontribusi secara positif terhadap pembangunan
diluar kewajiban yang mereka sudah penuhi, karena kalau kewajiban itu berkaitan
dengan kegiatan formil yang mereka lakukan misalnya membayar royalty membayar
luran secara legal itu kan menjadi kewajiban mereka, tetapi diluar itu mereka kan
sudah mendapatkan manfaat. Nah kesadaran manfaat itu didapatkan atas fasilitasi
pemerintah dan mereka wujudkan dalam bentuk kontribusi melalui sumbangan pihak
ketiga itu yang memang belum sepenuhnya menjadi kesadaran teman-teman
pengusaha itu. Mereka merasa dengan terpenuhinya kewajiban mereka kepada
pemerintah baik pembayaran pajak maupun penerimaan Negara bukan pajak itu
sudah cukup, ke masyarakat pun sudah cukup i1tu sudah melalui CSR. Padahal nanti
diluar konteks itu kan pasti ada untuk pembangunan secara lebih luas.

Berarti selain sumbangan pihak ketiga ini, perusahaan itu terbebani dengan bentuk
pajak atau retribusi. Apa saja yang diterima selain dan sumbangan pihak ketiga, ini
stfatnya kan tidak mengikat kalau yang mengikat apa saja?

Kalau itu bukan beban sebenarnya karena 1tu kewajiban, jadi kalau misalnya seperti
perusahaan kelapa sawit sudah pasti mereka membayar pajak ,PBB, iuran-iuran yang
secara hukum diwajibkan untuk investasi.

Yang untuk daerah dari pungutan yang wajib itu apa yang didapatkan?

Kalau dari daerah tidak ada, karena PBB itu kan P3. P3 kan ke pusat, nanti kita
mendapatkan bagian daerahnya. Itulah sebenarnya seperti yang saya katakana tadi
kewajiban itu mereka laksanakan dalam konteks pemerintah secara umum. Nanti
mereka ke pusat nanti bagi hasilnya ke daerah. Tapi yang langsung ke daerah itu
tidak ada. Jadi bentuk sumbangan inilah langsung ke daerah.

Upaya apa yang sebenarnya untuk meningkatkan sumbangan pihak ketiga ini, upaya
yang sudah dilakukan, kalau belum apa yang akan dilakukan?

Yang jelaskan kalau dari teknis, misalnya dinas perkebunan atau pertambangan

secara pro aktif melakukan komunikasi. Kalau dari dinas pendapatan sendiri, tahun

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42922 pdf



ini akan kita gagas semacam sosialisasi seperti apa itu duduk perkaranya sumbangan
pthak ketiga, dasar hukumnya apa, bagaimana penganggarannya, bagaimana
pengelolaannya, bagaimana pertanggungjawabannya itu nanti akan difasilitasi oleh
bina keuangan daerah dan kementerian dalam negeri dalam waktu dekat. Tapi
sebenarnya yang namanya upaya itu kan kita tidak bisa terlalu pro aktif karena
prinsipnya adalah sukarela. Jadi kita sudah sampaikan, bahwa nanti kemudian
muncul satu kesepahaman bahwa mereka satu persepsi dengan kita sama sama kita
membangun daerah kemudian muncul MOU ya syukur , tetapi kalau tidak, konteks
memaksa disitu pemerintah tidak punya kewenangan, jadi pemerintah hanya
memberikan pemahaman.

Jadi in1 hanya ada 3 perusahaan yang menyumbang selama im dan ada 20
perusahaan yang terdaftar dan ada beberapa perusahaan yang memberikan
sumbangan ini kok kami saja yang lain kok tidak mau. Ada tidak pendekatan-
pendekatan secara baik ke perusahaan yang lain, karena kalau mendengar dari teknis
perkebunan. Mereka sudah berupaya, namun ya itu perlu semua ikut terlibat dan
mendukung karena terkadang ada satu pernyataan walaupun tidak resmi bahwa itu
tidak wajib. Jadi kalau saya melihat ini perlu dukungan untuk semua. Jadi
bagaimana melihat ini apakah perlu dukungan semua stakeholder yang terlibat di
pemerintah?

Saya rasa kalau dukungan itu sangat perlu, karena memang sebenarnya satu investasi
atau menjalankan usahanya di kabupaten itu menyangkut berbagai aspek mulai dari
perizinannya, mungkin menciptakan 1klim investasi itu perlu keamanan perlu
kondusif perlu pelayanan segala macam oleh karena itu semua sektor sebenarnya
harus mendukung itu karena nanti manfaat yang bisa kita hadirkan meskipun tidak
berkolerasi secara langsung itu juga akan kembali kepada mereka. Makanya kenapa
kita tidak bisa memaksa, karena memang harus tumbuh kesadaran bahwa kalau
mereka sudah mendapatkan hak-hak mereka dan juga sudah menjalankan
kewajibannya mereka satu investasi yang didukung dengan investasi yang bagus
akan mendorong mereka untuk mendapatkan keuntungan, nah keuntungan itulah
sebenarnya disisihkan untuk sumbangan pihak ketiga diberikan kepada pemerintah
daerah. Karena sebenarnya iklim investasi itu tidak bisa juga mereka yang

menciptakan, ada juga peran pemerintah daerah disitu.
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Proses sumbangan pihak ketiga itu sama dengan pendapatan yang lain tidak? Artinya

masuk satu neraca dicatat, apakah sama dengan pendapatan yang lain?

Sama, seluruh pendapatan daerah di kabupaten nunukan itu kan kalau sumbangan
pihak ketiga masuk ke dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jadi seluruh
pendapatan daerah itu tetap dicatat di dalam laporan pendapatan daerah dan menjadi
bagian laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain sumbangan pihak ketiga ataupun pendapatan PBB, ada tidak perusahaan itu
memberikan sumbangan barang, contohnya kendaraan atau apa? Khusus perusahaan
perkebunan selama ini?

Kalau ke pemerintah daerah mungkin setahu saya belum ya, ada memang tetapi itu
melalui mekanisme CSR tetapi itu yang langsung diterima oleh masyarakat. Tetapi
yang kepada pemerintah daerah kemudian dicatat sebagai aset pemerintah daerah,
belum ada.

Sumbangan pihak ketiga ini dari beberapa berita online menyatakan bahwa
melanggar peraturan yang lebih tinggi yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
tahun 2010, menurut Bapak bagaimana?

Jadi begini, itu pajak yang berkenaan dengan Surat Kemendagri Pajak dan Retribusi
itu kalau dia ditetapkan menjadi satu kewajiban. Nah memang banyak kasus itu
sumbangan pihak ketiga itu ditarget, itulah yang menyalahi sebenarnya tetapi
sepanjang dia sukarela tidak menyalahi seperti juga kita menerima hibah.

Selama inmi berkaitan sumbangan pihak ketiga dan berapa tahun yang lalu, dua tahun
kalau tidak salah itu ada 1su bahwa ada penyimpangan untuk sumbangan pihak
ketiga itu. Ya, itu bahasa dari luar. Menurut Bapak selama in1 yang dialami ada tidak
penyimpangan? Artinya penggunaan dana ini diluar dari penggunaannya?

Kalau kita kan begini, kalau menyimpang itu sebenarnya harus merujuk kepada
audit. Sepanjang hasil audit itu tidak menyebutkan kepada penyimpangan, kita tidak
bisa berkesimpulan seperti itu. Bahwa itu namanya menjadi rumor, ya itu kan
terserah. Artinya begini audit itu begini, kita melaksanakan suatu kegiatan
penerimaan pendapatan daerah itu, satu harus ada dasar hukumnya. Sepanjang dasar
hukumnya itu, kalau misalnya dia ada kaidah hukumnya tidak sesuai tentu pada saat
dia diasistensi maupun direvisi oleh harmonisasi kedudukan yang lebih tinggi tentu
dia sudah akan gugur dengan sendirinya. Yang kedua adalah pengelolaan

keuangannya sendiri, keuangan sendii kan tetap dicatat didalam proses
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penganggarannya kemudian dicatat dilaporan realisasinya.

Perlu tidak pemberian reward? Reward untuk perusahaan yang memberikan

sumbangan khusus untuk perkebunan kelapa sawit?

Saya kira itu sesuatu yang perlu kita pertimbangkan, kalau wajib dan tidaknya ya
namanya sukarela kan tidak mengikat, tetapi pemerintah itu kan bagaimana pun juga
harus tetap memberikan apresiasi kepada siapapun juga yang memang berkontribusi
secara positif dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Apakah melalui
pajak, melalui retribusi, melalu1 sumbangan pihak ketiga tentu pemerintah harus
punya komitmen kesitu dan itu tentu harus menjadi pemikiran kita kedepan,
memang bagaimana perusahaan — perusahaan itu yang memang secara aktif
memberikan kontribusi kita bisa pikirkan, kalau di pajak kita sudah mulai
memberikan surat atau piagam. Tetapi kalau di sektor ini memang belum karena
memang prinsipnya kalau sukarela tidak ada yang mengikat. Tetapi itu adalah
sesuatu yang sangat bagus, karena justru ruh dari sumbangan pihak ketiga itu bagian
daripada ibaratnya ikatan secara mon) antara investor dengan pemerintah daerah,
sehingga mereka mau sharing hasil investasi yang sudah mereka peroleh, bagian
itulah mungkin pemerintah juga bisa memberikan reward meskipun tidak
berkoordinasi langsung kepada perusahaan mereka.

Menurut saran Bapak apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk
meningkatkan sumbangan pihak ketiga?

Yang jelaskan kalau kita tentu kita meningkatkan akuntabilitas kita sendin ya,
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah itu yang dari sisi kita. Akuntabilitas itu
artinya begini dari proses perencanaannya kemudian penerimaannya kemudian
pelaporannya harus kita perbaiki. Perencanaan itu termasuk juga adalah bagaimana
kita menggali potensi-potensi yang baru. Artinya kalau dalam konteks sumbangan
pihak ketiga adalah bagaimana perusahaan-perusahaan yang selama ini belum
berkontribusi, ya kita dorong kita lakukan secara persuasif ya itulah bagian danpada
upaya kita. Yang kedua adalah dari sisi perusahaannya sendiri, kedepan harus kita
dorong bahwa antara pemerintah dengan swasta selalu ada hubungan tidak hanya
dalam konteks hak dan kewajiban tetapi lebih dari itu. Contoh, misalnya: kalau ada
konflik sosial, memang tugas pemerintah tetapi sesungguhnya apa yang sudah
mereka bayarkan itu tidak untuk itu. Mereka membayar pajak, pajak tidak untuk itu
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sebenarnya, memang pemerintah punya kewenangan punya tugas, mercka juga
punya tapi itulah kalau misalnya mereka berkontribusi tentu juga pemerintah akan
melakukan upaya yang terbaik supaya 1klim investasi 1tu lebih kondisif.

Menurut bapak perlu tidak membentuk tim, artinya timnya ini kan harus ada

pembagtan kerja untuk memaksimalkan pendapatan khusus untuk sumbangan?

Kalau tim, saya kira perlu. Memang di Dinas Pendapatan itu ada namanya tim
intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, mungkin tim kecil itu bisa
menjadi bagian daripada itu intensifikasi dan ekstensifikasi. Ekstensifikasi artinya
bagaimana memperluas cakupannya, ekstensifikasilah bagaimana komitmen yang
sudah ada bisa ditingkatkan. Tapi saya rasa memang perlu ini kan lintas sektor,
sehingga perlu koordinasi termasuk mungkin yang perlu dilibatkan adalah forum-
forum, misalnya mereka punya asosiast yang perlu diajak.

Khusus yang diteknis artinya dinas teknis perkebunan kan tidak ada yang
mengkhususkan bidang yang harus melakukan proses ini sumbangan pihak ketiga.
Nah dengan adanya tim ini, artinya kan lebih kuat selama ini kan hanya tidak
terkoordinir dan juga tidak ada kewenangan yang khusus untuk itu. Apakah perlu
melibatkan teknis perkebunan dalam satu tim supaya ini maksimal, ada pembagian
kerjanya?

Saya rasa perlu, jadi stakeholder yang paling mungkin dilibatkan dalam tim itu
adalah mereka yang punya fungsi pembinaan dan pengawasan dibidang perkebunan
kemudian yang mempunyai fungsi terhadap perizinan dibidang perkebunan, apakah
itu di instansi lain yang mempunyai fungsi perizinan, pembinaan pengawasan
mungkin juga fungsi di bidang pengelolaan keuangan terutama pendapatan.
Kemudian instansi yang punya fungsi kemasyarakatan bisa juga kita libatkan karena
memang itu adalah bisa menjadi bagian daripada tim ini

Berarti ini Ass Il harus punya peran untuk itu, karena untuk koordinator ekonomi

dan pembangunan.

lya betul, saya rasa memang disitu tempatnya.
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INFORMAN 4

Terkait SP3 ini pak, SP3 ini sudah berjalan dan dasarnya ada. Apakah DPRD

setuju dengan adanya sumbangan pihak ketiga untuk daerah ?

Kalo pada prinsipnya, kalo saya selaku Ketua Komisi II saya setuju kalau ada SP3

sepanjang harus transparansi.

Kalau kita lihat im kan banyak perusahaan, khusus perusahaan perkebunan kelapa
sawit. Yang memberikan sumbangan itu dan sekian banyak sekitar 20 hanya ada 3.
Kalau kita lihat im, apa pokok persoalannya kok tidak semua. Apa menurut DPRD
itu apa masalahnya, apa kendalanya kok hanya 3 yang memberikan sumbangan?
Kita memang gak tau ya masalah-masalahnya, cuma kita tidak boleh menduga-
duga terlalu jauh mungkin boleh jadi ada orang mengatakan ini kan kepentingan
politik. Tapi saya pernah juga membaca surat dar sebuah LSM ketika dan Dinas
Kehutanan yang ada sekarang itu memberikan surat kepada perusahaan-
perusahaan tentang permintaan SP3, tapi kemudian ada penolakan dari mereka dan
penolakan-penolakan salah satunya mengatakan bahwa sudah terlalu banyak
kontibusi yang diberikan oleh perusahaan baik dari segi pajak kemudian ada lagi
namanya CSR dan sebagainya sehingga tidak perlulah ada yang namanya SP3. Itu
dasar-dasar mereka, nah ketika pun misalnya ada perusahaan dengan sukarela,
saya kira 1tu lebih bagus.

Kalau kita lihat ini, manfaat apa yang didapat oleh masyarakat? Karena DPRD ini
kan berbicara atas nama masyarakat. Manfaat apa yang didapat oleh masyarakat
dengan adanya sumbangan pihak ketiga dari perusahaan ini, karena kita tahu
bahwa sumbangan ini kan nantinya masuk di APBD. Menurut Pak Nasir?

Paling tidak, begimi bagi kami karena terus terang saya juga memang prihatin di
Komisi II. Di dalam Komisi IT itu kita berbicara tentang ekonomi, di dalam
ekonomi itu kami bermitra dengan SKPD yang mengurusi tentang PAD. Nah
betapa kita juga minis ya prihatin di nunukan dengan banyaknya perusahaan tapi
PAD kita bahkan pemerintah cuma menarget sampai 40 milyar 43 milyar realisasi
juga tidak sampai, kadang cuma sampai 90 dan sebagainya. Yang kalau saya
bandingkan di daerah lain misalnya kayak Malinau dan sebagainya lebih besar
daripada kita padahal kalau kita lihat-lihat banyak perusahaan. Sehingga bagi kami
di DPRD itu, pertama kami setujui. Yang kedua, manfaatnya im karena ketika ada

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42922 pdf

SP3 1tu tentunya masuk di APBD, yang penting tadi yang saya katakana tadi harus
ada transparansi dan ketika masuk di APDB ini digunakan untuk ya pembiayaan
pembangunan sehingga itu sangat bagus SP3. Cuma memang, yak arena ini tadi
namanya juga SP3 sumbangan tidak mengikat makanya memang perlu ada
pendekatan secara persuasif kepada perusahaan. Bagaimana itu, tinggal strategi
daripada pemerintah daerah mengambil hati mereka.

Ada tidak pelaporan dan pemenintah terkait dengan SP3 imi, per 3 bulan kah? per 6
bulan kah ke DPRD? Bentuknya satu laporan gitu?

Ya kalau yang saya pernah dapatkan kalau khusus untuk SP3 tidak pernah.

Tap1 global ada?

Yang kalau global ada, tapi itu pun cuma diakhir saja. Tapi ya sebagusnya harus
ada secara khusus untuk SP3, supaya tadi in1 supaya transparan.

Menurut Pak Nasir selaku Komisi 11, itu ada tidak penyimpangan-penyimpangan
selama ini1 terjadi terkait SP3? Artinya penggunaan ataupun yang lain-lain gitu.
Saya belum bisa melihat secara detail ya bahwa ada penyimpangan. Cuma
memang karena kami juga belum tau secara pasti tadi misalnya sebagai contoh
terkait masalah besarannya dan kemudian tadi kan tidak ada pelaporan dan
sebagainya, seandainya itu memang ada keterbukaan dengan kami. Maka kami kan
bisa lebih tau, banyak tahu sehingga kita bisa tahu ada penyimpangan atau tidak.

Kalau sekarang ya paling kita cuma kayak menduga-duga.

Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, menurut Pak Nasir untuk

meningkatkan SP3 ini? Upaya apa yang harus dilakukan?

Jadi upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah jadi memang seperti yang
saya katakan tadi, beliau harus melakukan pendekatan secara persuasif dengan
bagus

Ini beliau 1ni, siapa mi?

Beliau, langsung Bupati. Bupati langsung, bukan hanya dinasnya karena ini terkait
dengan kesukarelaan jadi Bupati langsung mengundang seluruh pimpinan-
pimpinan perusahaan dan kemudian memaparkan tentang program-program
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kedepan kabupaten nunukan. Dan kemudianbeliau juga harus memaparkan
keterbatasan daripada dana yang ada kita ini dan oleh karena itu dibutuhkan
kontribusi daripada para perusahaan dan kemudian nanti kan mereka akan pro
kontra, ada yang setuju ada yang tidak. Nah bagi yang tidak setuju nanti akan
diberikan gambaran bahwasannya kenapa yang ini bisa, kenapa yang ini tidak bisa.
Intinya seperti itulah, intinya bahwa ada pendekatan dikumpulkan semua dan saya
yakin ketika didekati secara persuasif bahwa ini adalah untuk kepentingan
masyarakat dan pemerintah dalam hal ini bupati harus meyakinkan bahwasannya
nanti uang-uang yang kalian masuk akan, kita akan secara transparan akan kita
gunakan dengan sebaik-baiknya, maka Insa Allah mereka pasti akan dengan
sukarelalah untuk membenikan apa sumbangan SP3 nya itu.

Terakhir ni Pak Nasir, saran dan masukan pak Nasir terkait dengan kebijakan

sumbangan pihak ketiga ke perusahaan untuk pemerintah? Saran kita, saran-saran
dan masukannya apa yang harus dilakukan. Darnt DPRD apa sarannya?

Tadi kan ini, pendekatan. Kemudian kepada perusahaan sendiri ya saya juga
sangat-sangat menyarankan bahwasannya ya kita bantulah masyarakat lewat SP3
ini. Walaupun memang ada yang namanya CSR tapi saya melibat juga sekarang ini
pun pengelolaan CSR itu pun belum maksimal, sebagai contoh kalau saya
membandingkan di sebuah daerah misalnya begini di sebuah daerah tertentu itu
misalnya pemerintah membuat memaparkan kepada seluruh perusahaan tentang
inilah rencana program tahun ini lalu kemudian pemerintah itu menyampaikan
bahwa misalnya kalau rencana program ini kalau dianggarkan ada misalnya 5
triliyun sementara kebutuhan dana kita ini dan program yang sudah lewat
musrenbang ini dan reses dewan ini anggaran kita cuma 2 triliyun karena itu 3
triliyun yang belum. Nah program yang tidak ada uangnya ini, itulah yang
kemudian disodorkan kepada perusahaan nah 1tulah kemudian yang dilaksanakan
dalam bentuk CSR, jadi CSR itu tidak dilaksanakan masing-masing oleh
perusahaan tanpa ada koordinasi program dengan pemerintah jadi harus
melaksanakan program pemerintah. Nah itu yang dilaksanakan di Surabaya kalau
disini kan tidak, sehingga tidak maksimal CSR itu. Nah oleh karena itu makanya
karena tidak maksimalnya disini makanya ya salah satunya mungkin ya haruslah
ditambah dengan adanya SP3 tadi. Jadi saya berharap saran saya kepada
perusahaan, ya walaupun mungkin sudah ada yang namanya CSR ada juga pajak-
pajak dan sebagainya, ya saya juga tetap menyarankan agar kemudian tetap bisa

memberikan kontribusi lewat SP3
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INFORMAN 5

Baik pak, pak Ramli mewakili manajemen jadi berkaitan dengan SP3 ini,
pertanyaan pertama dari saya adalah bapak tahu tidak apa yang menjadi dasar
pemerintah meminta sumbangan ke perusahaan perkebunan sawit? Setahu bapak
saja?

Ya terima kasih, setahu saya yang menjadi dasar adanya sumbangan pihak ketiga
daripada Pemda kabupaten Nunukan itu berdasarkan Perda yang dibuat sekitar
tahun 2001. Waktu itu kita disosialisasikan oleh pemerintah berkaitan dengan
Perda tersebut

Menurut bapak ya, apakah bapak setuju dengan adanya sumbangan pihak ketiga
ini ke pemerintah?

Kalau saya pribadi, sebagai pimpinan PT. Pohon Emas Lestari itu sangat setuju
dan mendukung sepanjang kita masth mampu untuk memberikan sumbangan itu
dan tidak memberatkan pihak perusahaan. Jadi kami sangat mendukungiah untuk
kabupaten nunukan.

Bentuk sumbangan yang perusahaan PT. PEL ini berikan apa saja? Uang cash atau

barang apa saja yang pernah diberikan?

Maksudnya yang berkaitan dengan Perda in1?

Ya, karena sumbangan-sumbangan yang perusahaan yang pernah berikan apakah

ada uang, barang.

Jadi sumbangan yang kami berikan kepada Pemda yang nyata itu, pertama yang
tadi itu sumbangan pihak ketiga cash tunai, sesuai dengan Perda itu kami setor
melalui bank dan dimasukkan ke rekening kas daerah. Nah itu yang pertama,
sumbangan lain yang biasa kami berikan apabila Pemda melakukan kegiatan-
kegiatan masyarakat, acara kegiatan masyarakat misalnya ulang tahun mungkin
ada PON biasanya kita atas permintaan daripada Pemda, kita kami dan berbagai
perusahaan memberikan sumbanganlah untuk melancarkan acara pemerintah.
Selain itu mungkin bantuan langsung kepada masyarakat melalui CSR nya
biasanya tidak melalui pemerintah tetapi langsung perusahaan kepada masyarakat.

Ataupun masyarakat yang meminta kita berikan sumbangan.
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Selain sumbangan yang sifatnya tidak mengikat seperti sumbangan pihak ketiga
ini. Apa saja sumbangan yang wajib dari perusahaan kayak pajak?

Yang selalu rutin kita bayar kepada pemerintah baik pemerintah daerah maupun
pemerintah pusat yaitu pertama itu PBB. PBB setiap tahun, kalau PT. PEL
mungkin sekitar hampir sekitar 200 jutaan per tahun. Selain PBB, apa ya?

Ada pajak lain?

Oh iya, pajak lain itu PPn penjualan TBS 1tu 10% daripada penjualan TBS kami
bayar PPn TBS. Kemudian ada lagi PPh itu yang 2 % setiap kita menjual TBS
ataupun menerima sewa kita bayar kepada pemerintah. Kemudian, itu saja yang

seingat saya lah barangkali saya lupa.

Alasan-alasan perusahaan memberikan sumbangan pihak ketiga ini kepada
pemerintah apa ?

Pertama-pertama tentu dengan adanya perda karena perda ini kita harus mengikuti
bearti merupakan kewajiban kita untuk melaksanakan apa yang sudah diputuskan
oleh pemerintah, dilain pihak ya karena kita ini sudah berusaha didaerah tersebut,
tentu kita punya tanggungjawab moral untuk memberikan apa yang kita boleh
berikan sumbangan kepada pemerintah sepanjang tidak melanggar aturan.

Harapan perusahaan kepada pemerintah terkait sumbangan yang diberikan.?

Dengan harapan kami yang pertama supaya diberikan yang kepastian hukum
didalam perusahaan supaya dalam menjalankan usaha ini kita merasa aman dan
dalam meningkatkan investasipun kita tidak ada masalah dan yang kedua jangan
menghambat dalam pengurusan 1jin jangan dipersulitkan apabila memenuhi
persyaratan.

Menurut pak ramli sumbangan pihak ketiga itu dalam pelaporan keuangan

perusahaan masuk dalam CSR tidak?

Kalau kami daiam sumbangan pihak ketiga kami masukkan dalam pembiyaan
perusahaan. Ah.. kalau segi pembukuannya kalau dari sisi CSR saya belum pasti
masuk CSR atau sumbangan, karena bukan saya yang menangani karena ada staf

yang menangani.
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Setahu pak ramli, selama ini ada tidaknya penyimpangan yang terjadi didalam

pemberian sumbangan pihak ketiga ini oleh pelaksana pemerintah.

Kalau masalah penyimpangan penggunaan sumbangan pihak ketiga itu saya tidak
tahu, setau saya kami cuma menyetor kebank masuk kebank kerekening pemda,
kalau penggunaannya kami tidak tahu karena bukan kewenangan kami tap:
mungkin ada instansi terkait yang mempunyai wewenang untuk menanyakan
penggunaan anggaran tersebut

Saran dan masukan dan pihak perusahaan terkait sumbangan pihak ketiga ini

bagaimana meningkatkan sumbangan pihak ketiga ini?

Kalau saran saya sebaiknya semua perusahaan yang melaksanakan kegiatan
dikabupaten nunukan mendapatkan ijin dari pemerintah kabupaten nunukan itu
kalau boleh disosialisasikan kepada mereka terkait bagaimana pentingnya
sumbangan pihak ketiga in1 untuk pembangunan kabupaten nunukan, jadi saya
fikir sebatknya suatu waktu perkategorilah, perkebunan- perkebunan,
pertambangan — pertambangn, jasa — jasa dikumpulkan kemudian disosialisasikan
berkaitan dengan sumbangan ketiga ini dasarnya apa dan kegunaannya untuk apa
nanti dan apa manfaatnya mungkin kepada perusaahan apabila pihak perusahaan
memberikan sumbangan pihak ketiga kemudian mungkin bisa membantu

pemerintah dalam memberikan pelayanan jasa kembali kepada perusahaan.
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INFORMAN 6

Pertama pak, berkaitan sumbangan pihak ketiga int apakah dari perusahaan KHL.
KHL grup lah artinya seperti itu, tau tentang sumbangan pihak ketiga yang biasa
pemerintah daerah itu meminta ke perusahaan, khususnya perkebunan sawit.
Pernah gak dengar?

Kalau perkebunan sawit. Eeeh..

Khusus sumbangan pihak ketiganya pak, pernah gak artinya tahu lah ada bahwa itu
ada pernah dilakukan oleh pemerintah gitu.

Pemenntah ada.

Tahu tidak dasar apa yang melatarbelakangi itu, yang mendasari pemerintah

mengambil meminta sumbangan itu?

Kalau masalah dasamya pak, saya juga lupa ya. Kalau dasar sih, biasanya juga gak

pakai dasar juga sih.

Artinya dan bapak itu, belum pernah tahu gitu ya. Apa sih yang mendasari itu ya?

lya, 1ya betul.

Sumbangan pihak ketiga ini pak dari informasi yang ada itu, apakah setuju dengan
adanya sumbangan pihak ketiga ini ke pemerintah dan ini untuk pendanaan ke
APBD?

Kalau dalam arti gak punya dasar, kami sebenarnya kurang setuju pak berkaitan
masalah itu. Karena kan berpikir harus jelas juga peruntukkannya kalau itu
peruntukkannya tidak jelas kami otomatis kan gak setuju, karena dasarmya apa
dilakukan dengan pihak ketiga? Karena berkaitan dengan pihak ketiga itu kan
harus dirapatkan dulu, digodok dulu. Pernah dulu memang saya dengar ada untuk
berkaitan denga MOU nya sumbangan pihak ketiga tapi kan akhirnya gak
terlaksana, memang gak terlaksana karena dasarmya kan membingungkan kita
sudah bayar ini, ini, ini, pajak-pajak sudah ada kok ada lagi sumbangan pihak
ketiga. Nah itu yang agak-agak kami kurang setuju.
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Apa saja yang dibayar oleh perusahaan. Pajak-pajak apa saja sih, selain sumbangan
pihak ketiga im?

Jadi satu PBB pasti ya, pajak alat berat, penerangan, air permukaan, nah terus
eehhh....

CPO ada gak? CPO pajaknya ada gak?

Ini tidak, artinya untuk pemerintah pusat pun masuk gitu, dia tidak hanya
pemerintah daerah.

Kalau TBS itu pernah ada, tapi belum sempat teriaksana.

Kalau CPO nya? Pajak ekspor, kalau ekspor?

Pasti ada. Kita bayar CPO juga kalau di retribust di KSOP sekarang namanya

Syahbandar.

Syahbandar. Oke, berarti ada ya pungutan-pungutan wajib, pajak-pajak yang
resmi.

Yah

Eehhh...

Terus masalah perairan.

Perairan juga. ..

Ada, perairan tu ada pak.

Jadi ada tidak sumbangan bapak yang berbentuk, bukan berbentuk uang tapi
berbentuk benda, barang yang bergerak maupun yang bergerak yang diberikan ke

pemerintah selama ini?
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Kalau dulu sih, pernah ada pak. Berupa, mungkin bukan di salah satu dinas pak ya.

Berupa prasarana untuk padi.

Tapi 1tu ke masyarakat?

Iya..

Oh dia bukan jadi aset pemerintah?

Nah 1tu kalau jadi aset pemerintah, saya kurang tahu persis tapi peruntukkannya itu
memang untuk masyarakat memang melalui dinas.
Dinas yang fasilitasi. Kalau yang untuk jadi aset pemerintah, belum pernah ada?

Gedung kah, mobil kah, apa kendaraan kah?

Kayaknya belum ada sih

CSR pak, CSR pasti bapak lakukan di perusahaan bapak? Banyak tidak yang sudah
dilakukan?

Banyak, banyak. Jadi kalau tiap hart pasti ada, jadi kalau CSR berkaitan untuk
acara pernikahan 1tu, sarana transportasi, orang meninggal, sarana ada acara-acara
keluarga, acara pernikahan, acara kematian, mungkin dia ada sakit, nah hampir tiap
hari. Terus diluar, seperti kita membangun kayak kemarin tahun ini kita lagi
membangun sarana mess ya, asrama anak sekolah SMA disitu. Banyak pak

Banyak ya sarana dan prasarana?

Banyak pak, jadi yang kita sumbang seperti seng itu 2000 lembar, terus kalau buat

istilahnya bikin tapakan lapangan bola, tapakan rumah semua 1tu ada.

Ini yang terakhir ni pak, saran dan masukan dari perusahaan KHL grup berkaitan
dengan sumbangan pihak ketiga. Saran-sarannya artinya bagaimana sih supaya
sumbangan pihak ketiga ini meningkat dan itu peruntukkannya jelas, saran bapak
apa?

Ya memang kalau saran saya, memang ini harus digodok juga. Karena kalau dari
perusahaan pak ya, ini diluar saran kan sudah banyak peruntukkan-peruntukkan.

Kalau memang ada pihak ketiga ya disatu sisi harus diperjelas dulu aturannya,
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peruntukannya juga nanti biar jelas juga. Nah terus baik berupa ya syukur-syukur
berupa fisik nanti nya kan. Karena 1tu kan bukan satu company aja nantinya untuk
pihak ketiga kan gitu. Dan itu nanti harus bikin program, inilah rencananya yang
mau kita untuk kepentingan peningkatan istilahnya daerah, kalau memang itu
diminta untuk sumbangan pihak ketiga. Karena yang dikhawatirkan sudah banyak
di daerah lain sumbangan pihak ketiga kan peruntukannya gak jelas. Transparansi
sudah jamannya ya pak, kalau dan satu company okelah tapi kalau orang yang
kurang konsen kesitu kan imej nya kan lain. Kalau namanya perusahaan tetap ingin
mendukung dan membangun daerah karena kan istilahnya kan usahanya disitu gak
boleh disana gak mendukung sepenuhnya harus mendukung sepenuhnya. kalau
dalam segala sesuatu dalam sumbangan pihak ketiga itu harus betul-betul matang
pak karena nanti pasti dari pihak pimpinan-pimpinan yang owner atau yang lain
untuk apa? Kejelasannya kayak gimana? Terus kita kirim itu jadi apa itu? Kan
biasanya ada evaluasi, kalo berkaitan kita bicara sumbangan lain, misalnya

sumbangan di mesjid kan ada pelaporan ini peruntukannya untuk ini.
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INFORMAN 7

Apakah PT. NBS atau bapak itu tau apa yang menjadi dasar sumbangan pihak
ketiga pemerintah ini yang diminta sumbangan kepada perusahaan, dasarnya apa?
Bapak tau tidak, kalau tidak tau tidak apa-apa, kalau tau bisa sampaikan, kalau
setengah tau pun boleh sampaikan?

Saya pernah dengar ada Perda, ada Perda dan kabupaten Nunukan tentang
sumbangan pihak ketiga. Memang untuk sektor perkebunan ini saya baru,
maksudnya semenjak sektor perkebunan ini meminta sumbangan pihak ketiga saya
baru tahu kalau ada Perda, dulu pernah ada dari kayu tapi nggak pernah tahu kalau
ada Perdanya.

Berarti setahu bapak itu ada Perda?

Ada Perda

Menurut bapak selaku wakil perusahaan dengan adanya sumbangan pihak ketiga
ini, bapak setuju tidak? Selaku perusahaanlah setuju tidak adanya sumbangan yang
tidak mengikat tidak ada paksaan atau ada persoalan lain atau bagaimana?

Kalau saya pribadi pak, terutama juga mewakili manajemen NBS prinsipnya kita
mendukung. Cuma memang yang perusahaan harapkan itu sebenamya transparan
penggunaan dana pihak ketiga ini, mungkin kalau dengan transparansi penggunaan
dana sumbangan dana pihak ketiga im itu bisa lebith memacu ke perusahaan-
perusahaan lain untuk memberikan. Karena yang setahu saya memang tidak semua
perusahaan yang menyumbang sumbangan pihak ketiga ini.

Ini pertanyaan untuk proses mekanismenya ya sumbangan itu bapak tahu tidak
prosesnya? Dari perusahaan NBS 1ni kan menyetor nih, prosesnya tahu nggak
darimana uang itu, saya perusahaan menyetornya lewat mana dia terus kemana
dia?

Tahu pak

Boleh disampaikan? Yang setahu bapak aja.
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Kalau dari awal sumbangan pihak ketiga ini pak, awalnya kita dan Dinas
Perkebunan memanggil perusahaan-perusahaan untuk mendiskusikan mengenai
nilai tarif, setelah dapat angka nilai tarif itu berdasarkan kesepakatan dituangkan
dalam perjanjian. Setelah ada perjanjian barulah perusahaan ini menyetor
sumbangan pihak ketiga ini ke rekening kas daerah melalui mekanisme
perhitungan penjualan TBS. Jadi dan invoice penjualan setiap bulannya itu
angkanya kita kalikan dengan nilai nominal yang sesuai perjanjian kita dengan
pemernintah daerah.

Jadi langsung ke rekening daerah ya pemerintah daerah?

Ya langsung ke rekening daerah pak.

Selain sumbangan pihak ketiga apa yang perusahaan berikan ke pemerintah? Pajak
kah apakah gitu ada tidak?

Ada pak, Pajak Bumi Bangunan ada

Apalagi? pajak apa gitu, pajak perdagangan, pajak apa, ada tidak yang lain-lain?
Untuk sektor perkebunan pak?

Ya khusus sektor perkebunan kelapa sawit, selain PBB gitu. Pajak CPO,
perdagangan CPO atau buah, atau apa? tidak ada?

Belum, belum ada pak.

Selain sumbangan pihak ketiga berbentuk uang, apakah perusahaan pernah
memberikan satu sumbangan berbentuk barang ke pemerintah? Contoh kendaraan
atau gedung atau apapun?

Belum pernah, kalau ke pemerintah belum pernah pak.

Tapi kalau ke masyarakat, sering ya? Apa saja?
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[tu kita ada bangun untuk camp kita ada bangun gereja, ada bangun musholla ya
itu untuk keperluan masyarakat sekitar yang bekerja di NBS termasuk bangunan
sekolah juga ada kita bangun.

Sekolah juga ada ya?

Yah

Alasan daripada perusahaan memberikan perusahaan ke pemerintah itu?
Perusahaan bapak ini memberikan sumbangan, alasannya apa sih? Atau bahwa itu
sepertl apa namanya ya kita membantu pemerintah, atau bagaimana gitu?

Kalau kita perusahaan salah satu bentuk dukungan kita terhadap pemerintah daerah
itu, 1tu pak.

Sumbangan-sumbangan gitu ya, sumbangan khusus sumbangan pihak ketiga ini

juga salah satunya.

Yah

Harapannya, harapan perusahaan dengan adanya sumbangan pihak ketiga ke
pemerintah. Apa yang menjadi harapan dari perusahaan, berarti kan pemerintah
kan juga harus memperhatikan perusahaan. Harapannya apa? Apakah yang
bantuan-bantuan apakah terus bagaimana? Harapannya apa?

Sebenarnya harapan kita pengusaha, mungkin secara umum pak saya
menggambarkan. Yang kami rasakan sangat kurang saat ini itu, sebagai mediasi
mediator dengan masyarakat itu yang masih terasa sangat kurang. Karena kadang-
kadang kalau kita terbentur masalah dengan masyarakat, pemerintah gak bisa jadi
penengahnya.

Belum maksimal disitu ya?

Belum maksimal disitu pak

Sumbangan pihak ketiga ini di neraca perusahaan atau di laporan perusahaan itu
masuk CSR tidak? Artinya dia masuk kategori CSR atau apa? Kan dia sumbangan-

sumbangan ataupun pemberian diluar daripada perusahaan itu kan ada kategorinya
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itu, dia masuk dimana sith? Di CSR kah atau diluar CSR kah atau bagaimana

apakah dia masuk neraca sendini? Menurut bapak, yang bapak tahu?

Kalau sampai dengan saat ini yang saya tahu nggak masuk dalam CSR.

Bukan masuk dalam CSR ya, pelaporan CSR bukan ya.

Yah

Terus ada tidak penyimpangan selama ini, artinya perusahaan ini menyumbang nih
ke pemerintah. Setahu bapak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di
pemernintah ada tidak? Artinya penggunaan dananya atau tidak disetor? Atau
bagaimana?

Saya secara pasti juga tidak tahu, cuma uvang itu kita tahunya di kas daerah. Itulah
tadi yang saya bilang sebenarnya kalau ada transparansi penggunaan dana itu
mungkin kita bisa tahu, oh ini dana dialokasikan untuk membantu ini,
pembangunan ini.

Berarti harus pemerintah memberikan satu laporan, pemberitahuan informasi oh

ini penggunaan.

Yah, betul. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada ini menyumbang pihak ketiga

ini, kita nggak tahu dananya ini sebenarnya untuk apa?

Penggunaannya?

Nggak tahu kita.

Apa yang, upaya yang harus dilakukan pemerintah? Karena kita tahu sumbangan
SP3 ini kan minim, kecil hanya berapa perusahaan. Padahal kita tahu bahwa
jumlah perusahaan im kan banyak. Apa yang harus kira-kira menurut pak Ari
selaku mewakili NBS apa yang harus dilakukan pemerintah? Upaya apa untuk mau
bisa meningkatkan SP3 ini?

Kalau menurut saya pak, itu transparansi tadi. Kalau dana itu jelas
peruntukkannya, jelas penggunaannya ada laporan yang bisa disampaikan ke
perusahaan bahwa ini loh sumbangan bapak-bapak itu kita buat untuk ini. Apalagi
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untuk kesejahteraan rakyat pak, untuk pembangunan. Itu saya kira perusahan pasti
sangat-sangat tidak terasa berat perusahaan itu memberikan karena dia tahu pak,
dia menyumbang ini ada untuk ke masyarakat ada untuk kesini, jelas.

Peruntukkannya jelas ini, terarah.

Yah, kalau sampai dengan sekarang ini kan kebanyakan kita nggak tahu, uang
sumbangan pthak ketiga itu diam aja kah disitu, digunakankah kita nggak tahu.
Jadi 1tu yang jadi terasa dengan jumlah yang kecil pun rasanya ya untuk apa juga,
saya juga tidak tahu peruntukkannya untuk apa.

Jadi semua harus transparan, ada pelaporan. Berarti ini yang harus dilakukan oleh

pemerintah ya?

Menurut saya begitu pak, itu mungkin bisa lebih memaksimalkan nilai nominal, itu

bisa jadi...

Motivasi begitu ya?

Jadi anu pak point tawar, bahwa pemerintah ini loh kita masih mau melakukan ini,

masyarakat kita masth perlu ini.

Oh harus di jelaskan bahwa pemerintah ini nah kekurangan kita di pemerintah dan
ini perusahaan boleh memberikan sumbangan kesini dan peruntukkannya untuk ini
nah, pembangunannya ini.

Menurut saya seperti itu pak

Terakhir in1 pak Ari, saran dan masukan pak Arn selaku manajemen mewakili NBS
ke pemerintah ataupun berkaitan dengan SP3, apa saran dan masukannya?
Sarannya apa sumbangan ini, apakah jumlah sumbangan kah atau harus
membentuk satu tim kah di pemerintah | harus ada pemberitahuan laporan? Apa
saja?

Ya saya kira mungkin yang urgent sekali tadi itu pak penggunaan dana sumbangan
pihak ketiga ini jelas untuk apa, dipergunakan kemana dan sangat bagus sekali
kalau kita bisa terima laporannya. Karena perusahaan ini mungkin menyumbang
itu kalau ada feefback maksudnya feedback itu ada kembalinya ke perusahaan itu
dia gak berat pak. Kita pemerintah itu memberikan nilal tawar yang ayo kita kasi
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naik yuk, karena masyarakat kita masth butuh ini, masyarakat kita perlu dibantu
ini. [tu mungkin dari perusahaan gak terasa berat untuk memberikan. Kecuali kita

buta-buta nyumbang begitu aja.

lya, kemana dia.

lya, kita menawar turun lagi itu.

Apalagi ini, apa ya kan gitu.

Mungkin bagus sekali pak kalau ada tim khusus yang untuk sumbangan pihak
ketiga. Karena sumbangan pihak ketiga im1 kalau mau dimaksimalkan dari
beberapa sektor perusahaan kan bisa digali pak. Dari pertambangan bisa, dari
kehutanan bisa, kalau memang dasar hukumnya ada kenapa tidak. Yang banyak
kejadian yang kita lihat kan dana in1 ngendap, dana ini gak digunakan untuk apa-
apa. Ya kalaupun ada digunakan kita juga gak tau kemana

Ini apa, jadi harus jelas ya laporannya. Jadi supaya bisa memaksimalkan

sumbangan itu, ada rasa bahwa kami memberikan sumbangan ini berarti gitu.

Saya ada ambil contoh kasus pak, yang saya lihat di koran dart perusahaan PT.
Pipit Mutiara Jaya di KTT. Itu sumbangan pihak apapun namanya, sumbangan
pihak ketiga kah atau apakah sebutannya kemarin, 1tu sebenarnya tidak boleh lagi
katanya jadi bisa ditarik kembali. Saya bukan menilai mekanismenya tidak boleh.
Cuma saya melihat nilai nominalnya 67 milyar pak, imi uang kalau sebenarnya
dipergunakan jelas ke masyarakat dipertanggungjawabkan ini, itu kan bukan nilai
yang kecil itu pak. Sayang uang dengan nilai segitu tidak jelas penggunaannya
sejak tahun 2010 sampat denga sekarang.

Dan itu kemarin itu, itu artinya mengikat ya?

Mengikat pak , ada nilai nominal itu.

Ada nilai nominal dan itu ditagihkan sesuai dengan besaran itu. Jadi ada paksaan.

Berarti dia mirip dengan pajak. Padahal itu kan dilarang, tidak dibolehkan.
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Makanya kemarin itu ada untuk dikembalikan. Kalau saya sih bukan
mekanismenya, cuma nilai nominal dari satu perusahaan aja sekian besar itu.
Peruntukkannya apa sih itu?

Kalau itu dana benear-benar dipergunakan kan, aduh..

Luar biasa, banyak yang bisa dibuat.

Iya banyak yang bisa dibuat.
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